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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan tentang ‘“Pemikiran KH.
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Terhadap Kepemimpinan Perempuan (Studi
Pemikiran Emansipasi Menurut Figh Siyasah Imamah)”. Penelitian ini bertujuan
untuk menjawab pertanyaan tentang, Bagaimana Pemikiran KH. Abdurrahman
Wahid Terhadap Kepemimpinan Perempuan? Bagaimana Analisis Figh Siyasah
Imamah Terhadap Kepemimpinan Perempuan Tentang Pemikiran KH.
Abdurrahman Wahid?

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (Zext
reading) dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa KH. Abdurrahman Wahid tidak
menampik kemungkinan seorang perempuan menjadi pemimpin negara. Sebab,
dalam kenyataan, banyak pemimpin negara yang sukses justru dari kalangan
perempuan. Misalnya Cleopatra, Ratu Balqis, Corie Aquino, Margaret Theatcher,
Benazir Bhuto, dan lebih jauh lagi Ratu Balgis yang bisa membawa negaranya
pada kemakmuran yang hampir menandingi kerajaan Sulaiman as, adalah para
pemimpin hebat. Banyak juga perempuan lain yang berhasil membuktikan bahwa
justru kemampuan perempuanlah yang lebih superior dan jauh di atas laki-laki,
dan ribuan anak-anak perempuan ulama muslimin justru menjadi sarjana S1
hingga S3, karena persamaan hak antara pria dan wanita dijamin oleh UUD,
termasuk dalam pendidikan. Sebab sukses tidaknya perempuan menjadi
pemimpin sangat bergantung kepada penerimaan laki-laki yang berada dibawah
ke pemimpinannya, apakah mereka bersedia untuk bekerja sama dibawah
komando perempuan atau kah tidak. Sedangkan dalam Figh Siyasah Imamah
kepemimpinan Perempuan, tak ada satupun Nash al-Qur’an dan al-Hadits yang
melarang wanita untuk menduduki jabatan apapun dalam pemerintahan karena,
tidak bertentangan dengan syari’ah. Baik sebagai kepala negara (al-wilayah al-
udzmal) maupun posisi jabatan di bawahnya.

Sejalan dengan kesimpulan diatas untuk para masyarakat diharapkan
khususnya kepada suatu instansi atau lembaga dan msyarakat pada umumnya,
selama pemimipin yang memimpin adalah mengajak kepada kebenaran dan tidak
bertentangan dengan syariat Islam, maka ikuti dan patuhilah. Baik itu pemimpin
berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan.
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BAB1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan wanita sering dipahami secara subyektif dan hitam putih.
Hal ini misalnya, tampak pada kasus Benazir Bhutto. Ketika Benazir Bhutto
naik menjadi Perdana Menteri Pakistan, banyak ulama di sana yang mengecam
kedudukannya. Oleh karena itu, ketika Nawaz Syarif berhasil menggulingkan
kedudukan Benazir Bhutto pada Pemilu 1997 di Pakistan, hal ini dijadikan
senjata ampuh bagi kelompok fundamentalis Islam untuk menyerang kemampuan

perempuan dalam memegang tampuk kepemimpinan.'

Terlepas dari kontroversi di atas, Indonesia dan juga negara-negara
lainnya, upaya peningkatan peran dan kedudukan perempuan terus berlanjut,
salah satu upaya nyata perhatian negara terhadap perempuan. Perempuan pada
dasarnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam
pembangunan disegala bidang, perempuan diakui sebagai mitra sejajar kaum laki-
laki, kental akan budaya patriarki menyebabkan tugas dan peran perempuan di
identifikasikan sebagai pelaku peranan domestik saja, hal ini menyebabkan
peran perempuan pada sektor publik tidak maksimal, sehingga peran mereka

mengalami ketertinggalan dibandingkan laki-laki.”

"'Wahbah Zuhaili, Nidzam Al-Islam, (Beirut: Dar Qutaibah, 1993), cet. 3, 20.
% Siti Muri’ah, Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karir, (Semarang: Rasail Media Group,
2011), Cet-1, ix.



Persoalan-persoalan perempuan juga tidak terlepas dari peran agama yang
bersumber dari al-Qur’an dan as-Sunnah yang sangat berperan penting dalam
menentukan hal. Persoalan perempuan merupakan hal yang aktual untuk dikaji
dan telah berlangsung hampir seusia dengan lahirnya kebudayaan Islam,
perbedaan antara laki-laki dan perempuan ternyata masih menyimpan beberapa
masalah, baik dari segi subtansi kejadian maupun peran yang diemban dalam
masyarakat.” Peranan perempuan dalam masyarakat kerapkali masih menjadi
pokok persoalan, dimana kecenderungan penilaian bahwa normativitas Islam
menghambat ruang gerak perempuan dalam masyarakat, hal ini didukung oleh
pemahaman bahwa tempat terbaik bagi perempuan adalah di dalam rumah,
sedangkan untuk di luar rumah tidak diperbolehkan karena banyak terjadi

kemudharatan.”*

Realitas kehidupan kaum perempuan terlihat masih berada di pinggir-
pinggir sosial. Mereka dalam masyarakatnya sering dipandang sebagai makhluk
kelas dua (second class), sering kali hak-hak mereka hanya dibatasi pada
wilayah-wilayah kehidupan yang sangat ekslusif dan marjinal.’ Hal ini dapat
ditemukan secara nyata pada peran-peran mereka, baik dalam sektor domestik

maupun publik. Para pemerhati kajian perempuan mengemukakan bahwa posisi-

’ Nasruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Persfektif Al-Qur’an (Jakarta: Paramadina,
2001) Cetakan ke-2, 1.

* M.Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an: TafSir Maudhu’i Atas Berbagai Persoalan Umat,
(Bandung: Mizan, 1996), Cetakan ke-13, 313.

> Pengantar Husein Muhammad dalam Amirudin Arani (ed.), Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan
Perempuan, (Jakarta: Rahima, 2002), xi.



posisi perempuan demikian itu disamping karena faktor ideologi dan budaya

yang memihak kepada laki-laki, boleh juga dijustifikasi oleh kaum agamawan.®

Riffat Hassan sebagaimana dikutip oleh Syafiq Hasyim, mensinyalir
adanya faktor yang menyebabkan terjadinya subordinasi’ dan segregasi® terhadap
perempuan. Dia menyatakan bahwa ada tiga asumsi teologis yang dikenal dalam
Yahudi, Kristen, dan Islam yang menyebabkan superioritas laki-laki atas
perempuan. Pertama, makhluk utama Tuhan adalah lak-laki, bukan perempuan,
karena perempuan diyakini tercipta dari tulang rusuk adam, sehingga secara
ontologis perempuan adalah makhluk derivatif dan nomor dua. Kedua,
perempuan adalah penyebab kejatuhan laki-laki dari surga. Ketiga, perempuan

tidak hanya diciptakan dari laki-laki tetapi juga untuk laki-laki.’

Pandangan tersebut terkait dengan status dan peran perempuan. Disatu
sisi, umumnya berpendapat bahwa perempuan harus berada di dalam rumah,
mengabdi kepada suami, dan hanya mempunyai peran domestik, selanjutnya
masalah kepemimpinan, dimana perempuan diposisikan sebagai pihak yang
dikendalikan atau dipimpin, dan harus tunduk dibawah kepemimipinan laki-

laki.'”

% Husen Muhammad, Figh Perempuan, (Y ogyakarta: LkiS, 2007), 23-24.

7 Diartikan dengan kedudukan bawahan, Kamus Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat
Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),1379.

¥ Diartikan dengan pemisahan (suatu golongan dari golongan lain), pengasingan, dan pengucilan.
? Syafiq Hasyim, Hal-hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuan Dalam Islam,
(Bandung: Mizan, 2001), 48.

' Hasyim Muzadi, Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa, cet 1 (Jakarta: Logos,
1999), 71.



Disisi lain, berkembang pula anggapan bahwa perempuan harus bebas
juga sesuai dengan haknya tentang kebebasan, dalam artian memiliki hak peran
dalam sektor publik. Bagi umat Islam sendiri, perbedaan pandangan tersebut
sangat berkaitan erat dengan adanya perbedaan dalam memahami teks al-Qur’an

yang berbicara tentang relasi gender."'

Sektor publik adalah, tempat dimana seseorang mengaktualisasikan diri
sebagai makhluk yang berbudi, yang dalam bahasa agama disebut khalifah Allah.
Sebagai khalifah di muka bumi, tugas manusia adalah membawa kemakmuran,
kesejahteraan, kedamaian, dan kemuliaan di alam semesta (rahmatan Iil- ‘alamin).
Satu hal yang paling penting untuk menuju kesana adalah, adanya kesadaran
untuk menegakkan kebenaran, mendorong terwujudnya hal-hal yang baik, dan
mencegah terjadinya hal-hal yang tidak benar (al-‘amru bil-ma’ruf wannahyu
‘anil-mun’kar). Tugas ini tidak mungkin dilakukan oleh satu jenis manusia,
sementara satu jenis yang lain melakukan hal yang sebaliknya. Sebagai manusia
yang sama-sama mengemban tugas kekhalifahan, laki-laki dan perempuan
diperintahkan oleh Tuhan untuk saling bekerjasama, bahu-membahu, dan saling
mendukung dalam melakukan a/-‘amru bil-ma’ruf wannahyu ‘anil-mun’kar, demi
menciptakan tatanan dunia yang benar, baik, dan indah dalam ridha Allah, seperti

yang tertuang dalam surat at-Taubah ayat71:

' Istibsyaroh, Hak-hak Perempuan: Relasi Jender menurut Tafsir al-Sya’rawi (Bandung: PT.
Mizan Publika, 2004), 1.
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Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian

K

&

mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh
(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat,
menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan
diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha

12
Bijaksana’’.

Begitu juga kesamaan laki-laki dan perempuan dalam hal keimanan dan

amal shaleh terdapat pada surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi:

=
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Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun
perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan
kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan
kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka

kerjakan. "

Demikianlah perempuan dan laki-laki memiliki peran dan tanggungjawab
sosial yang sama. Hal ini sangat masuk akal karena, tugas kekhalifahan tidak
hanya dibebankan al-Qur’an ke pundak laki-laki, tetapi juga kepada perempuan.

Allah SWT berfirman dalam surah Al-An’am [6]: 165.

"2 Departemen Agama RI A/-Qur’an dan Terjemah 30 Juz, 199.
" Ibid, 272.
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Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia
meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat,
untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya
Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang.14

Ayat-ayat yang telah disebutkan di atas tersebut, memberikan gambaran
bahwa status kedukukan antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah
sama, baik dalam hal sosial maupun politik. Sehingga antara keduanya baik laki-
laki maupun perempuan memiliki kemampuan yang sama untuk bisa menjadi
manusia yang baik.

Prinsip kesetaraan tersebut dimaksudkan untuk membentuk hubungan yang
harmonis antara laki-laki dan perempuan. Realisasi prinsip kesetaraan ini di
antaranya tercermin dalam konsep perkawinan. Dimana perkawinan dalam Islam
didasarkan pada akad kontrak antara dua orang yang sepakat untuk membangun
kebersamaan hidup. Prinsip kesetaraan tersebut menjadi sebab terbukanya
peluang bagi perempuan untuk menjadi patner laki-laki dalam mengarungi hidup
mereka. "

Sepuluh tahun sudah KH. Abdurrahman Wahid meninggalkan Kkita.

Namun pemikirannya senantiasa mewarnai belantara wacana di Indonesia. Ulama

14 77
1bid, 151.

"> Thoha Hamim (pengantar), Ali Muhanif, Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik, (Jakarta:

2002), xxvii.



asal Jombang ini dikenal sebagai kiai yang gencar memperjuangkan hak asasi
manusia/HAM, pluralisme dan demokrasi. Hidupnya hanya di dedikasikan untuk
kaum lemah, termasuk kaum perempuan. Mengapa perempuan? Karena
perempuan adalah titik masuk dari berbagai pemikiran mengenai pembebasan
dan kemanusiaan. Selama ini perempuan mengalami diskriminasi dalam berbagai
bidang. Gus Dur kemudian mengubah Menteri Urusan Peranan Wanita, menjadi
Menteri Urusan Pemberdayaan Perempuan. Gus Dur memelopori terbitnya Inpres
Nomor 9 Tahun 2000 mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG).'® KH.
Abdurrahman Wahid memandang perempuan sebagai mahluk yang luar biasa
rumit dari segi psikologi, karena faktor emosinya yang lebih bervariasi
dibandingkan laki-laki. Namun di situlah menurut Gus Dur, perempuan memiliki
potensi untuk membuat capaian yang lebih besar daripada pria.'” Sebab pada
dasarnya perempuan mempunyai hak untuk bekerja dalam berbagai bidang secara
konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 3 dinyatakan
bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam

pemerintahan™'®.

Sebagaimana dikemukakan Gus Dur bahwa perempuan dan laki-laki pada

dasarnya mempunyai derajat yang sama, memiliki persamaan hak, kewajiban dan

' http://sinarharapan.com/news/read/141230079/-i-gus-dur-pembela-perempuan-i-diakses pada:
29 Juli 2018.

M. N Ibad. Kekuatan Perempuan Dalam Perjuangan Gus Dur-Gus Miek (Yogyakarta: Pustaka
Pesantren, 2011),137.

'S Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 200, (Jakarta: SekJen dan Kepanitraan MK, 2011), Cet-1, 29.



http://sinarharapan.com/news/read/141230079/-i-gus-dur-pembela-perempuan-i-diakses

kesamaan kedudukan.'” Membicarakan hubungan hak asasi wanita dengan Islam
memang ada beberapa problematika yang tidak mudah dipecahkan, sementara
yang lain-lain sudah terdapat di dalam Islam sendiri. Kalau kita lihat misalnya a/-
kulliyat al khams (lima hak-hak dasar dalam Islam). Kelima hak dasar atau lima
prinsip umum yang menjadi perhatian pejuang hak asasi itu sudah ada dalam

Islam.

Pertama, hak dasar bagi keselamatan fisik wanita maupun pria itu sama,
yaitu perlindungan bagi warga negara dalam pengertian hak asasi manusia.
Warga negara tidak boleh disiksa atau dikenai sangsi fisik apapun, kecuali

memang terjadi kesalahan menurut prosedur hukum yang benar.

Kedua, hak dasar akan keselamatan keyakinan. Orang tidak bisa dipaksa
untuk mengikuti suatu keyakinan, tetapi ia boleh berkeyakinan menurut

pilihannya sendiri dalam hal agama.

Ketiga, hak dasar mengenai kesucian keturunan dan keselamatan
keluarga. Wanita juga ikut di dalam hak itu, pria maupun wanita sama-sama
mempunyai hak dasar yang sama akan keselamatan pribadi (milk al-fardi), setiap
orang memiliki harta pribadi yang tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh

diutak-atik oleh siapa pun.

Keempat, hak akan keselamatan profesi atau pekerjaan. Satu hak yang

dengan sendirinya dimiliki oleh sekaligus pria dan wanita secara bersama-sama.

' Abdurrahman Wahid, “Islam dan Hak Asasi Manusia”. dalam Lily Zakiyah Munir (ed.),
Memposisikan Kodrat (Bandung: Mizan, 1999), 35-36.



Hak ini ada, baik di dalam Islam maupun dalam hak asasi manusia. Di sini kita
melihat beberapa hal yang memang sama. Ada beberapa hak asasi wanita yang
masuk dalam kategori hak asasi yang masih dipersoalkan dalam Islam. Dan
pembahasan saya akan difokuskan pada masalah-masalah yang masih

kontroversial itu.

Kelima hak ini merupakan hak dasar yang dimiliki perempuan dan laki-
laki secara bersama-sama, wanita dan pria memiliki derajat dan status yang sama
dengan pria. Wanita dan pria memiliki persamaan hak, kewajiban, dan kesamaan

kedudukan.

Dengan pandangan yang lebih kritis, Gus Dur merekomendasikan
perlunya pendekatan kontekstualisasi terhadap khazanah pengetahuan keislaman
yang telah ditulis para ulama di masa lampau, terutama menyoal tentang posisi
dan peran perempuan. Tak terkecuali dengan berbagai produk hukum Islam yang
tercermin dalam kitab figih yang cenderung memenangkan lelaki terhadap
perempuan menurut Gus Dur perlu dikontekstualisasikan sesuai dengan waktu

2
dan ruang.”

Di Indonesia wacana hukum Islam tentang boleh tidaknya wanita
menduduki jabatan publik, baik tingkat tertinggi maupun pada level yang lebih
rendah muncul relatif baru. Topik ini mulai mengemuka pasca era reformasi.
Tepatnya, sejak tahun 2001, yakni saat lengsernya KH. Abdurrahman Wahid

“Gus Dur” dari tahta kepresidenan dan naiknya Megawati Sukarno putri menjadi

2 1bid, 36-41.



10

presiden wanita pertama di Indonesia.’' Selain itu, masyarakat telah banyak
melihat kesuksesan kaum wanita memimpin sebuah organisasi, baik formal
maupun non formal. Sebut saja sebelum Indonesia merdeka sudah ada R.A.
Kartini, Ar-Raniri, Cut Nyak Dien. Laksamana Malahayati, H.R. Rasuna Said,
Dewi Sartika. Nyi Ageng Serang, ibu Wahid Hasyim, dan juga ibu Aisyah
Dahlan. Pasca reformasi Megawati Sukarno Putri yang menjadi presiden
Indonesia, serta banyak menteri, anggota DPR RI, DPRD, gubernur, bupati.zz,

walikota dan hakim wanita yang telah mampu memimpin dengan baik.

Di negara Muslim lain, fenomena kepala negara wanita sudah pernah
terjadi yaitu di Pakistan dan Bangladesh. Perdana Menteri (PM) Benazir Bhutto
menjadi Kepala negara Pakistan dua periode yang pertama pada tahun 1988-1990
dan yang kedua pada tahun 1993-1996.7 Begitu kompleks permasalahan tentang
perempuan ini juga menarik perhatian kalangan ulama Islam di Indonesia untuk
ikut merumuskan permasalahan dan mencari solusinya dari sudut pandang Islam.
Sebut saja KH. Husein Muhammad dikenal sebagai Kiai Feminis, yakni ulama
yang mengkaji tentang perempuan yang mengaku tertarik untuk mencari tahu
lebih dalam permasalahan perempuan dalam Islam setelah mengikuti seminar
tentang perempuan dalam pandangan agama-agama pada tahun 1993.** Sejak itu

Husein Muhammad mulai menelaah kitab-kitab kuning yang menjadi rujukan

2! Adrian Vickers, A History of Modern Indonesia, (Cambridge University Press:2013)

> Dari 123 calon kepala dan wakil kepala daerah perempuan yang mengikuti Pilkada 2015,
setidaknya ada 35 calon perempuan yang terpilih,” dalam Pilkada Serentak pada 9 Desember
2015 http://www.rappler.com/indonesia/1 15543-perempuan-menang-di-pilkada-2015.

* Libby Hughes, Benazir Butho, from Prison to Prime Minister, (Universe: 2000), 45.

* Nuruzzaman, Jalal, dan J. Ardiantoro. Pengantar Editor dalam buku /Is/am Agama Ramah
Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren (Yogyakarta: Lkis, 2004), xxxii.
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dalam pendidikan di kalangan pesantren, dan beliau menemui cukup banyak bias

gender yang ada dalam teks-teks tersebut.

Dengan ungkapan lain, ketika perempuan berperan sebagai warga negara,
setiap perempuan berhak mengekspresikan pendapat dan pandangannya dalam
semua bidang kehidupan, termasuk politik, berhak mengungkapkan pendapat
dalam setiap pemilihan, baik di tingkat Pemilu, Pilkada Gubernur, Pilkada Bupati
dan seterusnya, serta menyatakan aspirasinya dalam satu referendum, setiap
perempuan berhak mencalonkan diri sebagai anggota parlemen, baik ditingkat
DPR maupun DPRD. Bahkan, setiap perempuan berhak mencalonkan diri
dalam semua jabatan penting di dalam Negara maupun pemerintahan, termasuk
berhak menjadi presiden. Ungkapan Musdahmulia didasarkan atas perkembangan
pandangan politik di Indonesia. Di mana sosok perempuan berhasil menjadi
pemimpin politik bahkan sampai pada pucuk pimpinan tertinggi yaitu Presiden
sebagaimana yang dijabat oleh Megawati Sukarno Putri. Bahkan dalam
pemilihan langsung tahun 2015, setidaknya 35 perempuan memenangkan
pertarungan dalam hitung cepat Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar
serentak Rabu, 9 Desember 4 tahun yang lalu. Tren ini menunjukkan bahwa

perempuan dapat melakukan hal yang sama dengan laki-laki.

Di dalam pandangan Islam, kepemimpinan perempuan menjadi sebuah
perdebatan yang sangat kuat antara memperbolehkan dan tidak memperbolehkan
bagi seorang perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Pada kenyataannya

sebagian masyarakat berpendapat bahwa perempuan itu tidak boleh menjadi
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seorang pemimpin itu harus laki-laki karena laki-laki lebih unggul dibandingkan
perempuan. Banyak aktifis gerakan perempuan atau feminis yang mengulas dan
mengkritik teks-teks keagamaan yang ada dalam Islam, yang menurut mereka
turut menjadi salah satu pembenar dan penyebab langgengnya dominasi laki-laki
atas perempuan dan ketidakadilan yang dialami oleh kaum perempuan. Sesuai

dengan Firman Allah SWT yang berbunyi sebagai berikut;

ER g
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Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena
Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain
(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta
mereka. Sebab itu maka wanita yang sholehah, ialah yang taat kepada Allah lagi
memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara
(mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah
mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.
Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan

untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*

Ayat di atas dijadikan sebagai referensi atau rujukan oleh masyarakat
yang tidak memperbolehkan bahkan melarang bagi seorang perempuan untuk
menjadi seorang pemimpin karena seorang laki-laki adalah sebagai pemimpin

bagi seorang perempuan.

 Departemen Agama RI A/-Qur’an dan Terjemah 30 Juz,.85.
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Tentang ayat “lelaki lebih tegak atas wanita (QS:an-Nisa; 34)”, KH.
Abdurrahman Wahid lebih memilih penafsiran bahwa lelaki bertanggungjawab
fisik atas keselamatan wanita. Hal ini berbeda dengan penafsiran yang umum
dipakai ulama tradisi kitab bahwa lelaki lebih pantas menjadi pemimpin.

Meskipun demikian,”® Sejalan dengan pemikiran Gus Dur, bahwa semua
produk hukum, baik itu yang bersumber al-Qur’an maupun al-Hadist, harus dicari
informasi sebanyak-banyaknya tentang akar kesejarahannya, para ulama dan kiai
juga harus memiliki kejelian yang sama. Apabila tidak, para ulama dan kiai
sebagai salah satu “sumber hukum” di masyarakat bisa terombang-ambing. Lebih
jauh, bahkan, mengombang-ambingkan diri (mempermainkan hukum untuk
memihak pada pihak yang menguntungkan) dalam permasalahan yang

berkembang di dalam kehidupan umat yang terus bergerak.”’

Seiring dengan perkembangan zaman dan modernitas di mana seorang
individu bebas bergerak dengan kemampuan maupun kreatifitas yang
dimilikinya. Kemajuan dan perekembangan zaman sangat cepat dimana pola
pikir maupun paradigma masyarakat mengalami perubahan dimana sebelumnya
perempuan hanya beraktivitas didalam rumah menjadi ibu rumah tangga,
melayani suami dan menjaga anaknya. Pernyataan seorang perempuan hanya

beraktivitas didalam rumah semakin hari semakin memudar karena sudah

* M. N Ibad, Perempuan Dalam Perjuangan Gus Dur-Gus Miek (Yogyakarta: Pustaka Pesantren,
2011), 88.
*7 Ibid, 94.
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bermunculan seorang perempuan yang mempunyai jabatan dan kedudukan yang

sejajar dengan laki-laki baik itu dalam pemerintahan maupun kemasyarakatan.®

Pada dasarnya perbedaan laki-laki dan perempuan dapat diwakili oleh dua
konsep, yaitu jenis kelamin dsan gender. Perbedaan jenis kelamin mengacu pada
perbedaan fisik, terutama pada perbedaan fungsi reproduksi. Sementara itu
gender merupakan konstruksi sosio-kultural. Pada prinsipnya gender merupakan
interpretasi kultural atas perbedaan jenis kelamin. Bagaimanapun gender
memang berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin, akan tetapi tidak selalu
berhubungan dengan perbedaan fisiologis seperti selama ini banyak dijumpai

dalam masyarakat.”’

Sebagai sesama ciptaan-Nya, dalam pandangan Allah, seluruh manusia
adalah sama dan setara, tidak ada superioritas satu orang atas orang yang lain,
tidak boleh ada diskriminasi kepada siapapun, baik karena identitas pribadi,
kebangsaan, warna kulit, agama, jenis kelamin, gender, orientasi seksual,
ataupun identitas-identitas sosio-kultural yang lain. Satu-satunya faktor yang
membedakan satu orang atas orang lain di hadapan Allah hanyalah karena
ketakwaannya™. sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Quran surat Al-

Hujarat /49 : 13.

*® Ani Wadyai Soetjipto, 2005, Politik Perempuan Bukan Gerhana, Kompas, Jakarta, 2.

* Fauzi Ridjal (ed), Dinamika Gerakan Perempuan Di Indonesia, 30.

**Musdah Mulia, Prinsip Kesetaraan Gender, http://docplayer.info/146875-Prinsipkesetaraan
manusia-musdah-mulia.html, diakses pada: 29 Juli 2018.
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Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang
paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara

kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.’’

Dari ayat tersebut maka jelaslah bahwa Islam itu menghargai harkat,
martabat, derajat, hak setiap perempuan, tanpa membedakan dengan laki-laki.
Perempuan bebas untuk mengembangkan ekonominya dan tidak lagi
termarginalkan.’’Karena Islam memiliki prinsip yang universal, serta memuat
kaidah-kaidah hukum yang fundamental, maka diperlukan upaya kajian lebih
lanjut dengan teliti terhadap al-Qur’an sehingga Islam mampu beradaptasi dalam
merespon tantangan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu dari berbagai

tempat hingga akhir zaman (salih likulli zaman wa makan).”

Sesuai dengan penyampaian dari latar belakang diatas, maka penulis
tertarik untuk mengambil judul skripsi tentang: “Pemikiran KH. Abdurrahman
Wahid (Gus Dur) Terhadap Kepemimpinan Perempuan. (Studi Pemikiran

Emansipasi Menurut Figh Siyasah Imamah).”

*! Departemen Agama RI A/-Qur’an dan Terjemah 30 Juz, 518.
32 Mansour Fakih, Analisis Gender Dan Transformasi Sosial,. 148.
33 Dedi Supriadi, Sejarah dan Peradaban Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2008),.62.
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B. Identifikasi Maslah dan Batasan Masalah

1.Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah menjelaskan kemungkinan-kemungkinan capaian

yang muncul dalam penelitian dengan mengidentifikasi sebanyak mungkin yang

seterusnya diduga sebagai masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah

diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul

didalamnya, yaitu:

a.

b.

Faktor yang melatarbelakangi kepemimpinan perempuan

Peranan perempuan pada sektor publik tidak maksimal

Peranan perempuan dalam masyarakat masih menjadi pokok persoalan
Pandangan masyarakat perempuan di pandang makhluk kelas dua
Adanya faktor ideologi dan budaya yang memihak kepada laki-laki.
Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid Tentang Kepemimpinan
Perempuan.

Analisis Figh Siyasah Imamah Terhadap Pemikiran KH. Abdurrahman

Wahid Tentang Kepemimpinan Perempuan.

2.Batasan Masalah

Mengingat terlalu luas bahasan pada objek yang akan dijadikkan

penelitian ini, maka penulis kiranya sangat penting dalam memberikan batasan

dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid Tentang Kepemimpinan Perempuan.
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2. Analisis Figh Siyasah Imamah Terhadap Pemikiran KH. Abdurrahman
Wahid Tentang Kepemimpinan Perempuan
C. Rumusan Masalah
Sesuai dengan latar belakang di atas, peneliti akan membahas “Pemikiran
KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Terhadap Kepemimpinan Perempuan.
(Studi Pemikiran Emansipasi Menurut Figh Siyasah Imamah)”. Maka pokok
permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah:
1. Bagaimana Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Terhadap
Kepemimpinan Perempuan?
2. Bagaimana Analisis Figh Siyasah Imamah Terhadap Kepemimpinan
Perempuan Tentang Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid
D. Kajian Pustaka
Berikut akan diuraikan secara ringkas tentang kajian/penelitian yang
sudah pernah dilakukan di seputar masalah Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid
(Gus Dur) Terhadap Kepemimpinan Perempuan (Studi Pemikiran Emansipasi
Menurut Figh Siyasah Imamah). Kajian/penelitian berikut adalah yang dapat
ditemukan oleh penulis sejauh yang berkenaan dengan masalah-masalah yang
akan ditulis.

1. Skripsi dengan judul “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif
Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan
Prof. Dr. Siti Musdah Mulia)” yang ditulis oleh Samsul Zakaria Jurusan Hukum
Islam (Syari’ah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta tahun 2013.
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Dalam hasil penelitiannya dijelaskan bahwa perempuan sebenarnya
mampu menjadi pemimpin sebagaimana laki-laki. Sejalan dengan itulah maka
perempuan memiliki hak untuk menjadi pemimpin sebagaimana yang dimiliki
oleh laki-laki, (menurut KH. Husein Muhammad) sedangkan Prof. Siti Musdah
Mulia menegaskan bahwa perempuan memaparkan konsepsi yang unik dan
berbeda tantang karakter kepemimpinan perempuan, baginya perempuan yang
menjadi pemimpin tidak harus berubah wujud menjadi laki-laki yang tegas dan
berwibawa. Kepemimpinan tetap ideal ketika dibangun di atas sendi kelemah
lembutan dan kasih sayang sebagaimana terbiat dasar perempuan.>

2. Skripsi dengan judul “Peranan Wanita Dalam Bidang Politik Di Indonesia
Menurut Persepektif Hukum Islam”. Yang ditulis oleh So’idah Fakultas Syari’ah
Jurusan Ahwalus Syakh siyah. Tahun 2002.

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa hukum islam membolehkan
wanita untuk memegang peranan dalam dunia politik pada masa sekarang ini jika
memang mempunyai potensi dan mampu menangani di bidang politik tersebut.
Tanpa berbenturan dengan kemaslahatan umat dan keluarga.*

3. Kemudian Tesis Ahmad Zuhri Rangkuti dengan judul “Studi Analisis
Konsep Muhammad Abduh (1266-1323 H/1 849-1905) Tentang Al-Qawwamah

dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Islam”.

* Samsul Zakaria, Skripsi, Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi
Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia). (Yogyakarta
2013).

** So0’idah. Peranan Wanita Dalam Bidang Politik Di Indonesia Menurut Persepektif Hukum
Islam. Skripsi fak. Syari’ah thn. 2002.
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Program Studi Hukum Islam Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri
Sumatera Utara.

Tesis ini menjelaskan bahwa pemikiran Muhammad Abduh di bidang
figih, menurutnya hukum-hukum kemasyarakatan perlu disesuaikan dengan
zaman baik itu soal ibadah, ijtihad, maupun a/-gawwamah (kepemimpinan),
dalam konsep al-gawwamah menurut Muhammad abduh ini, mempunyai
pengaruh atau impilaksi terhadap kedudukan perempuan dalam hukum Islam,
dalam permasalahan rumah tangga, kedudukan laki-laki dan perempuan,
kebebasan perempuan dalam memilih calon suami, talak, dan poligami.*®

Berdasarkan kajian di atas yang penulis sebutkan belum ada yang
membahas tentang judul Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
terhadap kepemimpinan perempuan (Studi Pemikiran Emansipasi Menurut Figh
Siyasah Imamah). Namun meskipun demikian, beberapa karya di atas, akan
penulis jadikan sebagai rujukan untuk menambah ketajaman analisis nantinya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat adalah untuk menjawab pertanyaan sebagai
mana rumusan masalah di atas, sehingga dapat diketahui secara jelas dan
terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran KH. Abdurrahman Wahid

terhadap kepemimpinan perempuan.

3 Ahmad Zuhri Rangkuti, Studi analisis Konsep Muhammad, Abduh (1266-1323 H/1849-1905)
tentang Al-Qawwamah dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Perempuan dalam Hukum Islam,
(Tesis UIN-SU, Medan, 2014), 8.
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2. Untuk mengetahui bagaimana analisis figh siyasah imamah terhadap
kepemimpinan perempuan tentang pemikiran KH. Abdurrahman Wahid.
F. Kegunaan Hasil Penelitian
Dengan tujuan ini yang hendak dicapai dalam penulisan ini, di harapkan
dapat memberikan kegunaan dan manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan
bacaan dan rujukan ilmiah guna menunjang perkembangan khazanah hukum
Islam di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
Disamping itu juga membantu memberikan sumbangan pemikiran terkait
Kepemimpinan Perempuan. Adapun yang menjadi hasil akhir (kesimpulan)
penelitian ilmiah ini bisa menjadi bahan diskusi lebih lanjut untuk
pembahasan dalam forum-forum ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini menjadi acuan atau referensi bagi :

a. Objek Peneliti
Dari penilitian ini dapat digunakan sebagai informasi untuk menilai dan
memahami perilaku pemikiran KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan
selanjutnya informasi tersebut dapat menjadi rekomendasi kepada Pemimpin
perempuan untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan kepemimpinan
menurut islam.

b.Bagi Peneliti
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Dapat memberikan tambahan Khazanah keilmuan maupun wawasan bagi
peneliti bagaimana mengaplikasikan teori kepemimpinan perempuan dalam
kehidupan di negara nasionalis yang diperoleh selama proses belajar di Program
Studi Hukum Publik Islam Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah
wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa Hukum Publik Islam Prodi
Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang akan
melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.

c. Pemimpin Perempuan

Dengan adanya penelitian tentang Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid
(Gus Dur) terhadap kepemimpinan perempuan (Studi Pemikiran Emansipasi
Menurut Figh Siyasah Imamah) peneliti mengharap para Pemimpin perempuan
dapat menjadi masukan dalam mengharmoniskan masyarakat dan mampu untuk
mengambil pengetahuan beserta referensi dalam hal kepemimpinan perempuan.

Hasil penelitian diharapkan berguna bagi seluruh stake holder yang
berhubungan dengan kepemimpinan perempuan dan menjadi sumbangsih peneliti
terhadap penyelenggara pemerintahan di Indonesia, khususnya bagi perempuan.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalah pahaman
dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul
skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Pemikiran KH. Abdurrahman

Wahid (Gus Dur) Terhadap Kepemimpinan Perempuan. (Studi Pemikiran
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Emansipasi Menurut Figh Siyasah Imamah)”. Maka definisi operasional yang

perlu dijelaskan, yaitu:

1. Pemikiran di dalam Kamus Bahasa Indonesia mempunyai arti proses atau
cara penglihatan secara tajam, konsep yang dimiliki oleh seseorang atau
golongan dalam suatu masyarakat yang bermaksud menanggapi dan
menerangkan segala masalah di dunia ini.*’ Jadi kajian ini berusaha untuk
mengkaji pemikiran KH. Abdurrahman Wahid terhadap buku-buku yang
beliau tulis.

2.Figh Siyasah

Ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan
semisal (bagaimana mengadakan) perundang-undangan dan berbagai
peraturan (lainnya) yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam, kendatipun
mengenai penataan semua persoalan tersebut tidak ada dalil khusus yang

mengaturnya.38

3. Imamah (Pemimpin)
Suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian
di dalam memelihara agama dan dan mengendalikan dunia. Tetapi lebih
tepat lagi apabila dikatakan bahwa imamah adalah pengganti Nabi di dalam

menegakkan agama.

*7 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, 643.
% Abdul Wahab Khalaf, al/ Siyasah Syar’iyyah aw Nidzham al Dawlah al Islamiyyah (Al
Kaherah: Dar al Anshar, 1977), 5.
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4. Pemikiran Emansipasi adalah®™ prospek pelepasan diri wanita dari
kedudukan sosial ekonomi yang rendah, serta pengekangan hukum yang
membatasi kemungkinan untuk berkembang dan maju. Dalam Bahasa
Arab, istilah ini dikenal dengan tahrir a/-marah.”

H. Metode Penelitian

Metode penelitian mengenai “Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid (Gus
Dur) Terhadap Kepemimpinan Perempuan. (Studi Pemikiran Emansipasi
Menurut Figh Siyasah Imamah)”. Adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan
(library research), yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji
atau meneliti buku-buku yang terkait dengan pokok-pokok pembahasan.
2. Sumber Data
Pada penelitian ini mengkaji permasalahan terhadap pemikiran KH.
Abdurrahman Wahid terdapat dalam buku “Kekuatan Perempuan dalam
Perjuangan Gus Dur-Gus Miek. Dan dalam buku “Islamku Islam Anda Islam
Kita. Bahwa Gus Dur memandang dalam sebuah hadist Nabi “Tidak akan pernah
sukses sebuah kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada wanita” disini
beliau menekankan bahwa untuk mengkaji dan memahami sebuah hadist, mutlak

diperlukan informasi yang memadai mengenai latar belakang kejadian yang

3% Abdul Aziz Dahlan (et.al)., Ensiklopedi Islam, Jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996),
193.
0 Ibid,
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melingkupi teks hadist tersebut.*’ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif
yang objek utamanya berupa analisis buku, yang berkaitan secara langsung
dengan obyek yang diteliti. Semua data yang terkumpul, baik primer maupun
sekunder diklasifikasikan dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-
masing. Dalam hal ini keberadaan sumber referensi di bagi menjadi dua, yaitu
bahan primer dan bahan sekunder. Bahan primer adalah sumber yang menjadi
rujukan utama dalam penelitian. Sedangkan bahan sekunder dijadikan sebagai
pelengkap untuk memperkaya substansi pembahasan.

Bahan primer yang digunakan yaitu:

a. Gus Dur di Mata Perempuan (PP Fatayat NU Gading:, Yogyakarta 2015)

b. Kekuatan Perempuan dalam Perjuangan Gus Dur-Gus Miek (M.N. Ibad
Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011.

c. Islamku Islam Anda Islam Kita, (The Wahid Institute, 2006)

d. Prisma Pemikiran Gus Dur (LKiS, 1999)

e. Pembangun Demokrasi. karya KH. Abdurrahman Wahid.

Sedangkan sebagai buku tambahan yang dijadikan bahan sekunder yang
dianggap sebagai pelengkap Data sekunder berupa buku-buku karya pemikiran
orang lain yaitu:

a. Karya Greg Barton yang menulis tentang Biografi Gus Dur (The

Authorized Biography of Abdurrahman Wahid).

b. Pemimpin dan Kepemimpinan, karya DR. Kartini Kartono.

' M. N Ibad. Kekuatan Perempuan Dalam Perjuangan Gus Dur-Gus Miek (Yogyakarta: Pustaka
Pesantren, 2011), 85.
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c. Tafsir Ibnu Katsir jilid 2 ( penyusun: Dr.”’Abdullah bin Muhammad Alu
Syaikh) Pustaka: Imam Asy-Syafi’i.
d. Karya Imam Al-Mawardi al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayat al
Diniyah
e. Pemikiran Fatimah Mernissi Kedudukan Wanita dalam Islam, karya Dr.
Siti Zubaidah.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik Studi Pustaka
yaitu penelitian yang digunakan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah
data yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Informasi itu
dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian karangan-karangan
ilmiah, Skripsi dan disertasi, pustaka juga berkaitan dengan kajian teoritis serta
referensi lain. Teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah metode atau cara
yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian
melalui prosedur yang sistematik dan standar, kajian sedangkan yang dimaksud
dengan data dalam penelitian adalah segala bahan keterangan atau informasi
mengenai suatu gejala atau fenomena yang ada kaitannya dengan penelitian.
Penelitian ini meggunakan teknik pengumpulan data triangulasi yaitu
teknis pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik
pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Data dan sumber data yang
telah ada akan dikombinasikan untuk melacak di manakah letak perbedaan
setiap pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang kepemimpinan perempuan,

adakah perbedaan dari setiap ucapan dan bagaimana para ulama menafsiri ayat
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34 surah An-Nisa’ terhadap pemikiran KH. Abdurrahman Wahid dalam
menyikapinya.

4. Teknik Analisis Data

Data ini menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir pemikiran,
yaitu teknik analisa dengan cara mempersatukan dengan data yang dikumpulkan
kemudian dilakukan analisis dengan mencari letak perbedaan pemikiran KH.
Abdurrahman Wahid antara pandangan Figh Siyasah Imamah.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi
ini dan agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, penulis akan
mencoba untuk menguraikan isi pembahasan. Adapun sistematika pembahasan
pada skripsi ini terdiri dari lima Bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Tujuan Bab ini menjeleskan pembahasan yang meliputi: Latar
Belakang Masalah, Indentifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah,
Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi
Operasional, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II: Memuat data konsep pengertian kepemimpinan perempuan dalam
persepektif Figh Siyasah Imamah.

Bab III: Memuat data hasil Biografi KH. Abdurrahman Wahid, Karya-

karya, Gelar kehormatan dan Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid

Bab IV: Bab ini mebahas Analisis Figh Siyasah Imamah Terhadap

Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid.
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Bab V: Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan
dari berbagai uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian di atas yang
memuat tentang kesimpulan yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban
atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Serta saran-saran yang berkaitan

dengan topik pembahasan skripsi ini.



BAB II

KONSEP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF

FIQH SIYASAH IMAMAH

A Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Figh Siyasah Imamah

1. Pengertian Pemimpin dalam Figh Siyasah Imamah

Kata pemimpin di dalam bahasa Arab mempunyai beberapa istilah
yaitu /mam, Khalifah, Amir, Malik dan Sulthan. Imam menurut bahasa berasal
dari kata (Amma-yaummu-imaman) yang berarti ikutan bagi kaum**, dan berarti
setiap orang yang diikuti oleh kaum yang sudah berada pada jalan yang benar
ataupun mereka yang sesat. /mam juga bisa diartikan sebagai “pemimpin”,
seperti “ketua” atau yang lainnya. Kata imam juga digunakan untuk orang yang
mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang

dengan fungsi lainnya.*

Imam juga berarti orang yang diikuti oleh suatu kaum. Kata imam
lebih banyak digunakan untuk orang yang membawa pada kebaikan. Di
samping itu, kata-kata imam sering dikaitkan dengan shalat. Oleh karena itu di
dalam kepustakaan Islam sering dibedakan antara imam yang berkedudukan
sebagai kepala negara atau yang memimpin umat Islam dan /mam dalam arti
yang mengimami shalat. Untuk yang pertama sering digunakan istilah a/-Imamah

al-Udhma atau al-Imamah al-Kubra sedangkan untuk yang kedua sering disebut

2 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia Mahmud Y unus,(Jakarta: Mahmud Yunus Wa
Dzurriyyah, 1999), 428.
B Ali al-salus, /Imamah dan Khalifah, (Jakarta:Gema Insan Press, 1997), 15.

26



27

al-Imamah al-Shugra. Biasanya kata-kata imam hanya digunakan untuk

menyebut seseorang yang memimpin di dalam bidang agama.**

Kata khalifah berasal dari kata al-khalaf yang berarti al-badal yang
artinya menggantikan, yang pada mulanya berarti belakang, sebagaimana firman

Allah SWT:

—n\

- ,«f’f 4 - 5 o 87> -~
(Yoo :3,al) v.@.d}'l.ﬁj*/v\.)“ Q..:an.la..g

Artinya: Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang
mereka.*’

Dari sini kata khalifah sering diartikan sebagai pengganti, karena
orang yang menggantikan itu berada atau datang sesudah orang yang
digantikan dan ia menempati tempat dan kedudukan orang tersebut. Khalitah
juga bisa berarti seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan

berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang yang memberi wewenang.*°

Secara bahasa amir berasal dari kata (Amara-ya’muru-amran) yang
artinya menyuruh, lawan kata dari melarang, dan dari kata yang berarti
bermusyawarah. Secara istilah berarti orang yang memerintah dan dapat diajak

bermusyawarah.*’

“ A Djazuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), 54.

* Departemen Agama RI A/-Qur’an dan Terjemah 30 Juz, 43.

* Taufiqi Rahman, Moralitas Pemimpin dalam Perspektif al-Quran, (Bandung: CV Pustaka Setia,
1999), 21.

" Louis bin Nakula Dhahir Ma'luf, al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam, (Beirut: Dér al-Machreq
sarl Publishers, 2000), 344.
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Kata-kata amir dengan arti pemimpin tidak ditemukan di dalam al-
Qur'an, walaupun kata-kata “amara” banyak ditemukan di dalam al-Qur'an.

Istilah amir

dengan arti pemimpin hanya popular di kalangan sahabat. Hal ini terbukti pada
saat para sahabat bermusyawarah di Tsaqifah Bani Sa'adah untuk menentukan
pengganti nabi dalam hal keduniawian, para sahabat Anshar berkata ‘“dari kami
ada Amir dan dari Tuan-tuan juga ada Amir’. Selain itu, istilah amir juga pernah
digunakan oleh Umar bin Khattab ketika menjadi sebagai khalifah menggantikan

Abu Bakar.*®

Istilah selanjutnya yang menunjukkan kepada pemimpin adalah Malik.
Malik secara bahasa berasal dari kata (malaka-yamliku-milkan) yang berarti
memiliki atau mempunyai sesuatu. Atau dapat pula berarti pemilik perintah
dan kekuasaan pada suatu bangsa, suku atau negeri.*’ Su/than secara bahasa
berarti Malik (Raja) atau wali. Kata-kata Su/than yang menunjukkan kepada
kekuasaan memang dikenal baik di dalam al-Qur'an maupun al-Hadits.”® Seperti

di dalam Hadits Bukhari:

o 80 s 3 spal e 05 e JB s ade ) o ) OV s ) 0
(Sl olyy) Bbalr e Ole s Olabodl g

Artinya: Dari Ibnu Abbas radhiallahu‘anhu, dari Nabi shallallahu‘alaihi wasallam

beliau bersabda: Barangsiapa benci kepada Amirnya (rajanya/pemimpinnya) akan

* A Djazuli, Figih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, 59.
* Mahmud Yunus, Kamus Mahmud Yunus, 428.
* Ibid, 60.
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sesuatu (dalam perkara agama) maka hendaklah sabar, maka sesungguhnya
barang siapa yang keluar dari kekuasaan sulthan (raja/pemimpin) ia akan mati

seperti matinya orang jahiliyyah (HR. Bukhari).”!

Perhatikan Rasulullah menggunakan kata Su/than karena Rasulullah
menginginkan makna penguasa itu kepada penguasa muslim. Sudah mathum di
seluruh dunia bahwa kata su/than itu bersinonim dengan raja. Raja bersinonim

dengan sulthan, kepala negara dan malik.

Di Indonesia kata Su/than lebih banyak dikenal daripada Khalifah, Imam,
Malik atau Amir. Kata Sulthan diserap dalam bahasa Indonesia dengan konsep

makna yang sama yaitu Raja /Kepala Pemerintahan Muslim.>

Di Indonesia pemimpin atau kepala negaranya dipegang oleh seorang
Presiden. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Pasal 4 Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan yang dalam
melakukan kewajibannya sebagai Presiden dibantu oleh seorang Wakil

Presiden.’”

B. Hukum Mengangkat Pemimpin dalam Figh Siyasah
Dalam hal ini di kalangan ulama terjadi variasi pendapat. Menurut semua

ulama Sunni, Syi’ah dan Murji’ah, mayoritas pengikut Mu’tazilah dan Khawarij,

°' Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, Shahih Al-
Bukhari, (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2014), jilid ke-empat , kitab a/-Fitan, bab Qaul an-
Nabi: satarauna ba’di umuran tunkirunahu, nomor: 7053.

>> A Djazuli, Figih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, 60.
%3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4.
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kecuali sakte Najdat, mengangkat pemimpin itu wajib hukumnya. Karena itu,
akan berdosa bila meninggalkannya.’*

Sedangkan menurut golongan najdat salah satu sakte Khawarij, utamanya
Fathiyah Ibn Amir al-Hanafi, mengangkat pemimpin itu hukumnya mubah.
Artinya, terserah pada kehendak umat atau rakyat mau melakukannya atau tidak.
Umat atau rakyat tidak berdosa apabila meninggalkannya, dan tidak pula
mendapat pahala bila melakukannya. Sebab tidak ada satu pun argumentasi
nagliyah dan aqliyah yang memerintahkan atau melarangnya.>

Pandangan senada antara lain didukung pula oleh sebagian kecil pengikut
Mu’tazilah, utamanya Abu Bakar al-Asham, Hisyam Ibn Amr al-Futi dan Ubad
Ibn Sulaiman, salah seorang murid Hisyam Ibn Amr al-Futi. Bahkan lebih jauh
dari itu al-Asham, sebagaimana disinggung sebelumnya, berpendapat bahwa
mengangkat pemimpin itu tidak perlu sama sekali bila umat manusia telah
tunduk dan patuh pada peraturan dan setia pada kebenaran. Tapi bila sebaliknya,
yakni melanggar peraturan dan menyimpang dari garis kebenaran yang
berdampak pada timbulnya anarki, maka barulah boleh diangkat seorang

pemimpin untuk meluruskannya.>®

Al-Qurtubhi yang merupakan ulama Sunni menanggapi pernyataan al-
Asham dan mengatakan bahwa al-Asham adalah orang yang tidak mengerti

syariat, begitu juga orang-orang yang berkata seperti perkataannya dan

> Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, Figh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, (Jakarta:
Erlangga, 2008), 108.

> Ibid ,108.

% Ibid,108-109.
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mengikuti pendapat juga madzhabnya. Menurut al-Qurthubi mengangkat
pemimpin merupakan perintah yang harus didengar dan ditaati, agar persatuan
dapat terwujud karenanya dan hukum-hukumnya dapat terlaksana.”’ Dalil
bantahan atas pernyataan al-Asham di atas adalah firman Allah SWT dalam surat

al-Baqgarah: ayat 30:

AN

-

sy aads o NT 3l ) Sl 215 U6 3l

3

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat sesungguhnya

aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.”®

Selain dalil ini yang menjadi dalil al-Qurthubi adalah perbuatan para
sahabat Rasulullah SAW. Mereka sepakat mengangkat Abu Bakar Shiddiq
setelah terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar di Saqifah
Bani Sa’idah tentang penentuan siapa yang akan menjadi pengganti Rasulullah
SAW. Ketika itu kaum Anshar berkata, “dari kami amir dan dari kalian amir.””’

Keinginan kalangan Anshar ini ditolak oleh Abu Bakar, Umar dan
kalangan Muhajirin. Kalangan Muhajirin berkata, “Sesungguhnya bangsa Arab
tidak akan beragama kecuali karena sekelompok orang dari kaum Quraisy ini”.
Mereka juga menceritakan kepada kalangan Anshar tentang keberhakan orang
Quraisy sebagai pemimpin. Akhirnya kalangan Anshar menerima dan taat kepada
kaum Quraisy dari kalangan Muhajirin tersebut. Seandainya pengangkatan

pemimpin itu tidak wajib, tidak pada kaum Quraisy dan tidak pula pada selain

mereka, tentu tidak akan ada artinya dialog dan perdebatan tersebut. Tentu saat

7 Al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi, penerjemah Fathurrahman dkk, dari ~a/-Jami li Ahkim al-
Qur’an, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 588.

> Departemen Agama RI A/-Qur’an dan Terjemah 30 Juz,.].

* Al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi,. 589.
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itu ada di antara mereka yang berkata, “pengangkatan imam itu tidak wajib,
tidak pada orang Quraisy dan tidak pula pada selain mereka. Perdebatan kalian
ini tidak berguna, sebab ini adalah perdebatan mengenai perkara yang tidak
wajib.”®

Kaum Sunni sepakat bahwa mengangkat pemimpin itu adalah wajib
hukumnya. Kewajiban tersebut, menurut al-Rayis bukan kewajiban individual
(Wajib aini), tetapi kewajiban kolektif (wajib kifa’i/fardu kifayah). Karena itu,
seluruh umat Islam berdosa bila tidak melakukannya, namun bila ada yang

mewakilinya, umat Islam yang lain terlepas dari dosa akibat meninggalkannya.

Pendapat senada dianut pula oleh al-Mawardi dan al-Ghazali.®!

Ibn Taimiyah menambahkan bahwa kepemimpinan sebagai bagian dari
agama dan sarana bertagarrub kepada Allah. Sebab bertagarrub kepada-Nya
dalam kepemimpinan itu, yaitu dengan mentaati Allah dan mentaati Rasul-Nya,
termasuk dalam fagarrub yang paling utama. Bahkan agama tidak akan dapat
tegak kecuali dengan kepemimpinan. Sedangkan seluruh anak adam mustahil
akan mencapai kemaslahatan optimal jika tidak ada kontrak sosial, mengingat
sifat saling membutuhkan di antara mereka. Suatu kontrak sosial ini sudah pasti

membutuhkan seorang pemimpin untuk mengendalikan.®>

Kaum Syiah pun mempunyai pandangan yang sama dengan kaum Sunni,

yakni mengangkat pemimpin itu merupakan kewajiban berdasarkan syariat.

60 17
1bid, 590.

%' Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, Figh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam,.111.

% Ibn Taimiyah, al-Siyasah al-Syariyah Etika Politik Islam, Terjemahan Rofi’ Munawwar, dari

al-Siyasah al-Syar’iyyah fi Islahi al-R4’ly wa al-R4’iyyah, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), 227.
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Hanya saja, dalam hal ini kaum Syi’ah memiliki pendapat yang sangat berbeda
dengan kaum Sunni, yakni wajib mengangkatnya adalah Allah bukan umat atau
rakyat. Argumentasinya, masalah pengangkatan imam itu bukanlah masalah
ijtihadiah yang dapat diserahkan kepada kreatifitas akal manusia. Akan tetapi, ia
merupakan rukun agama. Karena itu, hanya Allah dan Rasul-Nya saja yang dapat
menunjuk imam, bukan rakyat. Imam adalah wakil Allah dan Rasul-Nya. Tidak

ada yang boleh menunjuknya, kecuali Allah dan Rasul-Nya.®

Sedangkan kaum Mu’tazilah, pada umumnya berpendapat bahwa
pengangkatan pemimpin itu merupakan kebutuhan manusia yang cenderung
hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial tidak mungkin manusia hidup
tanpa berhubungan dengan manusia lainnya. Dalam pergaulan itu amat
dimungkinkan terjadinya perselisihan, pertikaian, konflik, penindasan,
pertumpahan darah, atau pembunuhan. Bahkan, dapat pula menyulut dan
mengobarkan api peperangan yang akan menelan banyak korban, baik materi
ataupun yang lainnya yang akan merusak segala sendi kehidupan. Pada saat
seperti itulah, naluri manusia mendambakan tampilnya orang-orang tertentu yang
akan menjadi juru selamat. Artinya, secara akli dapat dipastikan kemestian
adanya seorang pemimpin. Karena itu, kendatipun wahyu tidak turun

menyangkut eksistensi seorang pemimpin, maka berdasarkan rasio manusia

5 Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, Figh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam,111.
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sudah pasti dapat menentukan sikapnya sendiri bertalian dengan eksistensi

seorang pemimpin itu.%

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 4 disebutkan bahwa kekuasaan pemerintahan negara dipegang oleh
presiden yang dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu Oleh Wakil
Presiden. Kemudian di dalam Pasal 8 pula menyebutkan :

1. Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh
Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.

2. Dalam hal terjadi kekosongan wakil Presiden, selambat-selambatnya
dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat
menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon
yang diusulkan oleh Presiden.

Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau
tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan,
pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam
Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga
puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan
sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan

partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara

 Ibid, 113.
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terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai akhir

masa jabatan.®’

Dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 4 di atas,
dapat dilihat bahwa posisi seorang Presiden dan Wakil Presiden ini sangatlah
penting, karena sebuah negara tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya
pemegang kekuasaan yaitu Presiden. Bahkan di dalam Pasal 8 menggambarkan
bahwa tidak boleh ada kekosongan sama sekali terhadap jabatan Presiden dan
Wakil Presiden ini. Jika jabatan ini kosong harus segera digantikan, dari sini
dapat disimpulkan bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan
jabatan yang penting dan wajib keadaannya.

1.Sifat-Sifat Kepemimpinan

Kebanyakan orang yang dipilih sebagai pemimpin didasarkan atas
kelebihan-kelebihan yang dimilikinya daripada orang-orang yang dipimpin.
Masing-masing orang mempunyai kelebihan dan juga mempunyai kekurangan.
Dalam keadaan tertentu dan pada waktu tertentu kelebihan-kelebihan itu dapat
dipergunakan untuk bertindak sebagai pemimpin. Akan tetapi, tidak semua orang

dapat menggunakan kelebihannya itu untuk memimpin.

Untuk menjadi pemimpin diperlukan adanya syarat-syarat tertentu.
Namun syarat-syarat serta sifat-sifat yang perlu dimiliki seorang pemimpin
berbeda-beda tergantung jabatan yang dan fungsi yang pegangnya. Untuk

menjadi pemimpin ketentaraan tidak munkin sama dengan persyaratan menjadi

% Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4, Pasal 8.
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pemimpin perusahaan. Demikian juga syarat-syarat yang diperlukan untuk
menjadi pemimpin industri tidak akan sama dengan persyaratan yang harus
dimiliki oleh pemimpin pendidikan. Meskipun demikian, terdapat syarat-syarat
dan sifat-sifat yang umum yang harus dimiliki oleh semua jenis kepemimpinan.
Tidak sedikit dari penulis dan para ahli yang merumuskan syarat-syarat

dan sifat-sifat kepemimpinan menurut bidangnya masing-masing. Ada yang
merumuskan secara garis besar dan adapula yang sangat terperinci. Prof. Dr. A.
Abdurlrahman.®®menyimpulkan macam-macam sifat kepemimpinan menjadi lima
sifat pokok yang disebutnya panca sifat, yaitu;

1. Adil

2. Suka melindungi

3. Penuh inisiatif

&

Penuh daya penarik

9]

Penuh kepercayaan pada diri sendiri.
Islam juga menawarkan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang
pemimpin yaitu sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW . Hal ini

sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 21:

6 Arifin Abdulrachman, Theory Pengembangan dan Filosofi Kepemimpinan, (Jakarta Kerja
Bhratara, 1971), 49.
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Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari
kiamat dan dia banyak menyebut Allah.%’

Sebagai pemimpin teladan yang menjadi model ideal pemimpin,
Rasulullah dikaruniai empat sifat utama, yaitu: sidiq, amanah, tabligh dan

fathonah®®
2. Dalil Kepemimpinan

Semua ulama dan fuqaha dari generasi ke generasi sepakat bahwa untuk
menjalankan sebuah roda pemerintahan atau khilafah merupakan kewajiban
agama yang sangat agung. Mereka menggunakan argumentasi fundamental dan
esensial yang dinukilkan langsung dari nash sharih al-Qur’an, al-Hadits dan
kaidah-kaidah ushul figh.

Dalil al-Qur’an yang membahas tentang imamah (kepemimpinan) dapat
ditelusuri dan dikaji sebagaimana yang difirmankan Allah SWT, “Sesungguhnya
Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,
dan (menyuruh kamu) apabila mendapatkan hukum dan antara manusia supaya
kamu menetapkan dengan adil”, (QS.An-Nisa:58).

Firman Allah SWT tersebut adalah perintah umum yang mencakup
semua bentuk amanah. Agama adalah amanah dan syari’ah adalah amanah.
Adapun hukum dan syari’ah adalah amanah. Dan seorang pemimpin yang

melaksanakan syari’ah adalah amanah. Disinilah letak wajibnya memilih seorang

%7 Departemen Agama RI A/-Qur’an dan Terjemah 30 Juz, 421.
% Elbina Mamla Saidah, “Konsep Kepemimpinan dalam Islam”, Jurnal Al-Ishlah, Volume 6,
2004.
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khalifah atau pemimpin. Ibnu Jarir menegaskan bahwa asbabun nuzul (sebab-
sebab turun ayat) QS. An-Nisa:58 tersebut adalah berkenaan dengan perintah
wullatul amr (pemimpin yang sah).*

Igbal dengan mengutip perkataan Ali bin Abi Thalib sebagaimana yang
diriwayatkan oleh Mushab ibn Sa’ad, mengatakan “Hak atas seorang imam
adalah menghukumi dengan apa yang diturunkan Allah SWT dan menyampaikan
amanah. Apabila seorang imam telah melaksanakan semua itu, maka wajib bagi
manusia untuk mendengarkan, mentaati dan menjawab panggilannya. Perkataan
yang paling mulia menurutku, adalah orang yang mengatakan al-Qur’an adalah
kitab Allah dan melaksanakan amanah yang dilimpahkan melalui wewenangnya
secara adil dan bijaksana”.”

Syaikhul Islam, Ibn Taymiyah berkata bahwa ayat tersebut merupakan
kalam Allah yang sangat berharga dalam memberikan interpretasi tentang
perlunya ketaatan dan kepatuhan terhadap pemerintahan sesuai dengan
karakteristik negara Islam, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT
dalam ayat selanjutnya dari QS.al-Nisa’, “Hai orang-orang yang beriman,
taatilah Allah SWT dan taatilah rasul-Nya dan ulil amr diantara kamu. Kemudian
jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada
Allah SWT (al-Qur’an) dan rasul (al-Hadits) jika kamu benar-benar beriman
kepada Allah SWT dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu)

dan lebih baik takwilnya ” (QS. Al-Nisa’:59).

% Ibid, 28.
™ 1bid, 33.
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Bila diteliti dan ditelaah secara seksama dan komprehensip terlihat
bahwa kedua ayat tersebut mencakup rukun-rukun sebuah khilafah atau
pemerintahan yang terdiri dari; pertama, para pemegang kekuasaan hukum ialah
wullatul amr (pemerintahan yang sah) sesuai petunjuk syar’i dan menjalankan
hukum-hukum syari’at. Kedua, al-Ummah (masyarakat) mempunyai kewajiban
untuk tunduk dan taat pada ul/il amr. Ketiga, peraturan, perundang-undangan dan
disiplin hukum yang berlaku yaitu syari’at agama Islam.

Pembahasan tentang kepemimpinan yang bersumberkan pada dalil
hadits Nabi Muhammad SAW, cukuplah banyak diantaranya yang cukup populer
adalah “Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas
kepemimpinannya, seorang imam adalah pemimpin dan ia bertanggungjawab
atas kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin pada anggota
keluarganya dan ia bertanggungjawab atas kepemimpinannya”. (HR. Bukhari).

Tak kalah jelasnya adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim
yang artinya, “Barangsiapa melepaskan tangan dari mentaati (imamnya), ia akan
menemui Allah pada hari kiamat tanpa punya pembela bagi dirinya. Barangsiapa
mati sedangkan dirinya tidak ada bai’at (kepada imam) maka ia mati dalam
keadaan Jahiliyah” (HR. Muslim).

Hadits yang kedua ini yang dijadikan rujukan dan pedoman bagi
sebagian umat Islam yang mengikatkan diri dalam sebuah bai’at kepemimpinan.
Sekalipun hal tersebut terkesan sangat dipaksakan dan mengada-ada yang
berakibat pada penafian rasionalitas dan akal pikiran yang sehat. Pemahaman

yang kurang tepat terhadap Hadits tersebut berakibat pada pengkultusan
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kepemimpinan yang berlebihan. Bahkan melebihi kepada Tuhan dan Nabi-nya.
Padahal Nabi sendiri telah mengingatkan umatnya untuk tidak mengkultuskan
pemimpin. Karena dihadapan Allah SWT semua sama yang membedakan
hanyalah kadar keimaman dan ketagwaannya.

Sekalipun demikian, tidak berarti umat Islam kurang peduli dan tidak
perhatian terhadap masalah kepemimpinan. Semuanya diatur dan diukur secara
adil dan bijaksana. Disepakati kalangan ulama’ dan fuqaha bahwa terdapat
keharusan adanya seorang imam guna menyatukan suara umat dan mengurus
kepentingan keduniaan maupun keagamaannya.

Kesadaran akan pentingnya masalah kepemimpinan, maka sepeninggal
Rasulullah SAW, para sahabat menaruh perhatian besar untuk segera memilih
dan mengangkat seorang imam. Abu Bakar akhirnya dipercaya untuk
mengemban amanah berat tersebut yang kemudian dikenal dengan istilah
khalifah. Umat Islam pun terhindar dari keretakan dan perpecahan.

Tidak dipungkiri mendalami ajaran Islam yang agung dan benar,
memilih seorang pemimpin bukan tujuan final dari substansi agama, tetapi ia
merupakan kelaziman zaman. Disadari bahwa kewajiban agama tidak mungkin
diterapkan secara komprehensip dan simultan tanpa adanya pranata-pranata yang
kongkrit.

Pranata-pranata tersebut dimungkinkan untuk melaksanakan kewajiban

syari’at ilahiyah. Maka dalam sebuah kaidah figih dinyatakan, “Mala yatimmu
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al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun” (Jika kewajiban tidak bisa sempurna kecuali
dengannya, maka ia hukumnya adalah wajib).”"

Kesempurnaan tegaknya nilai-nilai al-Qur’an dan al-Hadits dalam suatu
masyarakat, bangsa dan negara hanya dapat diwujudkan dengan sesungguhnya
bila didukung oleh pranata yang mengiringinya. Imam atau pemimpin adalah
pranata yang mengiringi terwujudnya tegaknya nilai-nilai al-Qur’an dan al-
Hadits, maka adalah wajib hukumnya bagi masyarakat muslim untuk memilih
dan menetapkan seorang pemimpin.

Imam al-Mawardi dalam kitab a/-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayat al
Diniyah sebagaimana yang dikutip Igbal mengatakan, “Aqgdul imamati liman
yaqumu biha fi al-Ummati wajibun bil ijma’l’ (mengangkat imam untuk
mengurusi umat hukumnya adalah wajib menurut ijma’). Sehingga ia bisa
mengurusi umat agar agama terjaga dengan wewenangnya dan berjalan sesuai
dengan rule dan menurut sunnah-sunnah agama dan hukum-hukumnya.

Bagi seorang fuqaha sebagaimana Imam Ahmad Ibn Hambal
mengatakan, bila tidak adanya seorang pemimpin maka akan berakibat timbulnya
suatu fitnah. Fitnah ini harus dicegah karena berakibat pada kehancuran dan
kerusakan (7asad). Mencegah kehancuran dan kerusakan adalah kewajiban.

Mengangkat seorang imam atau pemimpin adalah wajib. Karena itu
utamakan dan segerakan serta tak boleh ditunda-tunda. Perkataan beliau yang

populer dalam hal ini adalah, “al-Fitnatu idza lamyakun imamun yakumu bi

" Ibid, 35.
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amrinnasi’ (Adalah fitnah apabila tidak ada imam yang berdiri mengurusi
manusia).

Pemahaman yang bijak dan mulia tentang pentingnya sebuah
kepemimpinan juga dikemukakan oleh generasi-generasi sesudahnya, Syeikhul
Islam Ibn Taymiyah yang hidup pada abad pertengahan menyatakan bahwa
membentuk pemerintahan dengan jalan religuitas dan mengangkat kepemimpinan
sesuai dengan syari’ah adalah manhaj (jalan) merintis ketentraman untuk menjaga
umat dan menjaga harta benda.

3. Prinsip Dasar Pemimpin

Impian dan harapan besar umat terhadap pemimpin, mengantarkan
betapa penting dan berartinya peran seorang pemimpin dalam mendesain sebuah
masyarakat, bangsa dan negara. Sejarah membuktikan, kejayaan dan keemasan
sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kualitas dan kapasitas para pemimpinnya.

Sebaliknya sebuah bangsa yang sebelumnya besar dan beradab hancur
dan tak berarti karena kerakusan, keserakahan dan buruknya sikap mental para
pemimpinnya. Suatu contoh, hancurnya Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah,
lebih disebabkan oleh karena penerus tahta mahkota kekhalifahan berada di
tangan-tangan pemimpin yang lemah dan tak bermoral, (hubbud dunnya) cinta
dunia lebih kentara dan lebih lekat dibanding dengan (Aubbul-akhirah) cinta
akhirat.

Islam memberikan dasar-dasar normatif dan filosofis tentang
kepemimpinan yang bersifat komprehensip dan universal. Tidak hanya untuk

umat Islam tapi juga untuk seluruh umat manusia. Prinsip-prinsip kepemimpinan
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dalam Islam adalah sebagai berikut; pertama, hikmah, ajaklah manusia ke jalan
Tuhan-mu dengan hikmah dan nasehat yang baik lagi bijaksana (QS. al-
Nahl:125). Kedua, diskusi, jika ada perbedaan dan ketidaksamaan pandangan,
maka seorang pemimpin menyelesaikan dengan diskusi dan bertukar pikiran (QS.
al-Nahl:125)."

Ketiga, qudwah, kepemimpinan menjadi efektif apabila dilakukan tidak
hanya dengan nasihat tapi juga dengan ketauladanan yang baik dan bijaksana
(QS. al-Ahdzab:21). Pepatah mengatakan, satu ketauladanan yang baik lebih
utama dari seribu satu nasehat. Memang kesan dari sebuah keteladanan lebih
melekat dan membekas dibanding hanya sekedar nasehat seorang pemimpin.

Keempat, musyawarah, adalah suatu bentuk pelibatan seluruh
komponen masyarakat secara proporsional dalam keikutsertaan dalam
pengambilan sebuah keputusan atau kebijaksanaan (QS. Ali Imran:159, QS. As-
Syura:38). Dengan musyawarah, maka tidak ada suatu permasalahan yang tak
dapat diselesaikan. Tentu dengan prinsip-prinsip bilhikmah wamau idhatil
hasanah yang harus dipegang teguh oleh setiap komponen pemerintah atau
imamah.

Kelima, adl, tidak memihak pada salah satu pihak. Pemimpin yang
berdiri pada semua kelompok dan golongan, (QS.al-Nisa’:58&135, QS. al-
Maidah:8) Dalam memimpin pegangannya hanya pada kebenaran, sirathal
mustaqim (jalan yang lurus). Timbangan dan ukurannya bersumber pada al-

Qur’an dan al-Hadits. Kecintaannya hanya karena Allah dan kebencian pun

2 Wibowo, Shoot, Sharpening our Concept and Tools, (PT. Syamil Cipta Media, Bandung,
2002), 287.
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hanya karena Allah. Hukum menjadi kuat tidak hanya saat berhadapan dengan
orang lemah, tapi juga menjadi kuat saat berhadap-hadapan dengan orang kuat.

Keenam, kelembutan hati dan saling mendoakan. Kesuksesan dan
keberhasilan Rasulallah dan para sahabat dalam memimpin umat, lebih banyak
didukung oleh faktor performa pribadi Rasul dan para sahabat yang lembut
hatinya, halus perangainya dan santun perkataannya. Maka Allah SWT
menempatkan Muhammad Rasulallah sebagai rujukan dalam pembinaan mental
dan moral sebagaimana firmannya, "Lagad kana lakum fi Rasulillahi uswatun
hasanah” (Sungguh ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik), (QS. al-
Ahdzab:21 dan al-Qalam:10).

Ketujuh, dari prinsip dasar kepemimpinan Islami adalah kebebasan
berfikir, kreativitas dan berijtihad. Sungguh amat luar biasa, sepeninggal
Rasulallah para sahabat dapat menunjukkan diri sebagai sosok pemimpin yang
mandiri, kuat, kreatif dan fleksibel.

Kelembutan pribadi Abu Bakar (khalifah ke-1) tak menjadikan dirinya
menjadi sosok pemimpin yang lemah, malah sebaliknya ia menjadi pemimpin
yang kuat dan tangguh. Tak gentar menghadapi musuh-musuh Islam. Ketegasan
beliau dibuktikan dengan kesungguhan memerangi para pemberontak, nabi palsu
dan kaum yang tak mau membayar zakat.

Kebalikannya ketegaran Khalifah Umar bin Khattab (khalifah ke-2)
akhirnya menjadi sosok yang lembut, sederhana dan bersahaja. Sekalipun ia
seorang khalifah dan menyandang gelar amiru/l mu’minin, tak menjadikan

kehidupan diri dan keluarganya berubah drastis, bergelimang harta dan tahta
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atau menampilkan diri sebagai sosok pembesar yang suka ~petentang-petenteng’
dan pamer kekuasaan, yang terjadi justru sebaliknya, Umar bin Khattab lebih
menampakkan diri sebagai sosok yang Low Profile (rendah hati dan tidak
sombong). Tak salah kiranya bila banyak rakyatnya dan pejabat negara lain yang
terkecoh dengan penampilan fisiknya dan tak mengira bahwa yang berdiri
dihadapannya adalah seorang khalifah yang disegani dan dicintai rakyatnya.

Dua sosok pemimpin penerus Rasulallah yang berbeda karakter
tersebut, disaat sama-sama diberi amanah untuk memimpin umat dan mengelola
roda pemerintahan yang tampak adalah sosok pemimpin yang banyak
dipengaruhi dan diwarnai oleh nilai-nilai Al-qur’an dan Hadits. Tidak sebagai
pemimpin yang dipengaruhi dan dikuasai oleh karakter pribadi dan hawa nafsu.

Kedelapan, sinergis membangun kebersamaan. Mengoptimalkan sumber
daya insani yang ada. Hebatnya Rasulullah salah satunya adalah kemampuan
beliau dalam mensinergikan dan membangun kekuatan dan potensi yang dimiliki
umatnya. Para sahabat dioptimalkan keberadaannya. Keberbedaan potensi yang
dimiliki sahabat dan umat dikembangkan sedemikian rupa, sehingga menjadi
pribadi-pribadi yang tangguh baik mental maupun spritualnya.

Berbagai misi kenegaraan dipercayakan Rasulallah kepada para
sahabatnya seperti misi ke Habasyah, Yaman, Persia dan Rumawi. Muncullah
sosok-sosok sahabat seperti Abu Dzar Al-Ghifari, Mu’adz bin Jabal, Salman al-
Farisi dan Amr bin Ash. Dalam usia yang relatif muda, mereka sudah memimpin

berbagai ekspedisi kenegaraan dan berbagai pertempuran penting.
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4. Syarat Pemimpin

Prinsip dasar pemimpin tersebut sebagaimana yang digariskan dalam al-
Qur’an dan Sunnah Nabi, dalam perkembangannya mengalami perluasan arti dan
pemahaman. Bahkan tak jarang mengalami pembiasan yang jauh dari prinsip
dasar yang sesungguhnya. Hal ini tak lepas dari “hiruk pikuk” kepentingan
politik dan kepentingan kelompok atau golongan.

Konsekuensi dari kondisi tersebut pada akhirnya berpengaruh pada
penentuan syarat-syarat seorang pemimpin yang dirumuskan oleh para ulama dan
fugaha. Pendapat dan ijtihad mereka sangat tergantung dan ditentukan oleh
situasi dan kondisi yang mengitarinya. Seperti pendapat para ulama dan fuqaha.

Al-Mawardi, tokoh utama dari kalangan Qadhi yang hidup pada abad
pertengahan menyebutkan syarat utama bagi seorang pemimpin yaitu; (1) adil
dalam arti yang luas, (2) punya ilmu untuk dapat melakukan ijtihad di dalam
menghadapi persoalan-persoalan dan hukum,” (3) sehat pendengaran, mata dan
lisannya supaya dapat berurusan langsung dengan tanggungjawabnya, (4) sehat
badan, sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat, (5)
pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum, (6) berani
dan tegas membela rakyat dan menghadapi musuh, dan (7) dari keturunan
Quraisy.

Ibn Hisyam, ulama figih besar pada zamannya menyebut lima syarat yang
harus ada pada diri seorang pemimpin. Syarat ini lebih sederhana dibandingkan

dengan al-Mawardi, yaitu; (1) dari kalangan Qurasy, (2) baligh, merujuk pada

" Yusuf Musa, Politik dan Negara dalam Islam, (Al-Ikhlas Surabaya, 1990), 59.
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sabda Nabi, " Pena diangkat dari tiga golongan, anak-anak sampai dewasa, orang
gila sampai sembuh, dan orang tidur sampai sadar”’" (3) laki-laki, dasar yang
digunakan adalah sabda Rasulullah, “Tidak akan beruntung suatu kaum yang
menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan”, (4) muslim, karena
Allah SWT berfirman “Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir
untuk (menguasai) kaum mukmin” (QS. An-Nisa’:141), dan (5) paling menonjol
di dalam masyarakatnya, mengetahui hukum-hukum agama, secara keseluruhan
tagqwa kepada Allah SWT, dan tidak diketahui berbuat fasik.

Al-Ghazali, dalam beberapa bukunya secara ringkas juga membicarakan
tentang syarat-syarat seorang pemimpin. Ia mengatakan, “Tidaklah diragukan
bahwa menentukan seseorang untuk dijadikan imam sekedar menuruti selera
tidaklah boleh. Dia haruslah orang yang memiliki keistimewaan dibandingkan
dengan seluruh orang yang ada”. Al-Ghazali kemudian menyebutkan syarat-
syarat sebagai berikut; (1) merdeka, (2) laki-laki, (3) mujtahid, (4) berwawasan

luas, (5) adil, (6) baligh, dan (7) tidak boleh wanita.”

5. Konsep Dalam Kepemimpinan
Imamah atau kepemimpinan Islam adalah konsep yang tercantum dalam
al Qur’an dan as-Sunnah, yang meliputi kehidupan manusia dari pribadi, berdua,
keluarga bahkan sampai umat manusia atau kelompok. Konsep ini mencakup

baik cara-cara memimpin maupun dipimpin demi terlaksananya ajaran Islam

™ Ibid, 60.
5 Ibid, 59
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untuk menjamin kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat sebagai

tuj uannya.76

Kepemimpinan Islam, sudah merupakan fitrah bagi setiap manusia yang
sekaligus memotivasi kepemimpinan yang Islami. Manusia di amanahi Allah
untuk menjadi khalifah Allah (wakil Allah) di muka bumi (QS.al Baqarah:3),
yang bertugas merealisasikan misi sucinya sebagai pembawa rahmat bagi alam
semesta. Sekaligus sebagai abdullah (hamba Allah) yang senantiasa patuh dan
terpanggil untuk mengabdikan segenap dedikasinya di jalan Allah. Sabda
Rasulullah “setiap kamu adalah pemimpim dan tiap-tiap pemimpin dimintai

pertanggung jawabannya (responsibelitiy-nya)”.

Manusia yang diberi amanah dapat memelihara amanah tersebut dan
Allah telah melengkapi manusia dengan kemampuan konsepsional atau potensi
(fitrah) (QS.al-Baqgarah:31), serta kehendak bebas untuk menggunakan dan
memaksimal potensi yang dimilikinya. Oleh sebab itu, menurut konsep islam,
semua orang adalah pemimpin. Dan setiap orang harus mempertanggung
jawabkan tindakannya kepada sesamanya di dunia dan kepada Tuhan kelak di
akhirat.”” Konsep amanah yang diberikan kepada manusia sebagai khalifal fil

ard[i menempati posisi senteral dalam kepemimpinan Islam.

Logislah bila konsep amanah kekhalifahan yang diberikan kepada

manusia menuntut terjalinannya hubungan atau interaksi yang sebaik-baiknya

7% Aunur Rohim Fakih, dk., 2001, Kepemimpinan Islam, 2.
""H. Abuddin Nata. Masail Al Fighiyah, 124.
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antara manusia dengan pemberi amanah (Allah), yaitu: (1) mengerjakan semua
perintah Allah, (2) menjauhi semua larangan-Nya, (3) ridha (7kAlas) menerima
semua hukum-hukum atau ketentuan-Nya. Selain hubungan dengan pemberi
amanah (Allah), juga membangun hubungan baik dengan sesama manusia serta

lingkungan yang diamanahkan kepadanya (QS.Ali Imran:112).

Tuntutannya, diperlukan kemampuan memimpin atau mengatur hubungan
vertical manusia dengan Sang Pemberi (Allah) amanah dan interaksi horizontal
dengan sesamanya. Jika kita memperhatikan teori-teori tentang fungsi dan peran
seorang pemimpin yang digagas dan dilontarkan oleh pemikir-pemikir dari dunia
Barat, maka kita akan hanya menemukan bahwa aspek kepemimpinan itu sebagai
sebuah konsep interaksi, relasi, proses otoritas maupun kegiatan mempengaruhi,

mengarahkan dan mengkoordinasi secara horizontal semata.

Konsep Islam, kepemimpinan sebagai sebuah konsep interaksi, relasi,
proses otoritas, kegiatan mempengaruhi, mengarahkan dan mengkoordinasi baik
secara horizontal maupun vertikal. Kemudian, dalam teori-teori manajemen,
fungsi pemimpin sebagai perencana dan pengambil keputusan (planning and
decision maker), pengorganisasian (organization), kepemimpinan dan motivasi

(leading and motivation), pengawasan (controlling) dan lain-lain.

Dari uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa, kepemimpinan Islam adalah
suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi
tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan al-Qur’an dan

Hadis untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Dalam Islam,
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kepemimpinan sering dikenal dengan perkataan khalifah yang bermakna “wakil”
(QS.al-Baqarah:30). Mustafa al-Maraghi, mengatakan khalifat adalah wakil
Tuhan di muka bumi (khalifah fil ardli). Rasyid Ridla al-Manar, menyatakan
khalifah adalah sosok manusia yang dibekali kelebihan akal, pikiran dan
pengetahuan untuk mengatur. Istilah atau perkataan khalifah ini, mulai popular

digunakan setelah Rasulullah saw wafat.”

Dalam istilah yang lain, kepemimpinan juga terkandung dalam pengertian
“Imam”, yang berarti pemuka agama dan pemimpin spritual yang diteladani dan
dilaksanakan fatwanya. Ada juga istilah “amir”, pemimpin yang memiliki
kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur masyarakat. Dikenal pula istilah
“ulil amir” (jamaknya wumara) yang disebutkan dalam surat al-Nisa (59) yang
bermakna penguasa, pemerintah, ulama, cendekiawan, pemimpin atau tokoh
masyarakat yang menjadi tumpuan umat. Dikenal pula istilah wali yang

disebutkan dalam surat al-Maidah ayat (55).

Dalam hadis Nabi dikenal istilah ra’in yang juga diartikan pengelolaan
dan pemimpin. Istilah-istilah tersebut, memberi pengertian bahwa kepemimpinan
adalah kegiatan menuntun, memandu dan menunjukkan jalan menuju tujuan yang
diridhai Allah.”” Secara hirearkis kepemimpinan negara meliputi hal-hal sebagai
berikut; kementerian kegubernuran, kehakiman, kemiliteran, keuangan ditambah
jabatan-jabatan lain yang berada di setiap daerah, yaitu kehakiman daerah,

keamanan daerah dan keuangan daerah.

8 Ibid, 11
7 Aunur Rohim Fakih, dk., 200, 4-5
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Kepemimpinan dipahami dalam dua pengertian yaitu sebagai kekuatan
untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang lain. Ada tiga implikasi penting
yang terdapat dalam kepemimpinan untuk mengarahkan dan mempengaruhi
aktifitis-aktifitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota

kelompoknya yaitu:

1) Kepemimpinan itu melibatkan orang lain baik bawahan atau
pengikutnya,

2) Kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin
dan anggota kelompok secara seimbang,

3) Adanya kemampuan untuk menggunakan berbagai kekuasaan yang
berbeda-beda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya.™

C. Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam

Gegap gembita nama-nama wanita sebagai pemimpin sebuah negara
merupakan salah satu indikasi dari krisis kepemimpinan yang terjadi, kerinduan
akan seorang pemimpin yang merakyat menjadi pelengkap selanjutnya. Riswanda
imawan mengutip kata-kata Rubenstein Danthumm (1970) dalam bukunya
Membedah Politik Orde Baru®', “pemimpin harus mempunyai dua basis utama:

cakap memimpin dan populer”™

% Imam Al-Mawardi, Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam, Ed. T Cet.
I, Jakarta; Gema Insani, 2000, 56.

$! Riswanda imawan, Membedah Politik Orde Baru (yogyakarta: pustaka pelajar, 1997), 278.

2 Cakap memimpin menunjuk kepada kualitas individual. Indikasinya antara lain sebagai
fasilitator, agregator dan motivator. Fasilitator sendiri merujuk kepada melayani masyarakat,
menjadi tempat mengadu masyarakat, dan menjadi juru damai konflik. Agregator adalah
merasakan dan menyerap aspirasi baru yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan
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Di saat krisis kepemimpinan di suatu negara, di mana pemimpin-
pemimpin laki-laki sudah tidak lagi mendapat legitimasi dari rakyat, di saat
itulah pemimpin perempuan hadir. Kepemimpinan perempuan yang bentuknya
bervariasi baik itu kepala negara maupun kepala pemerintahan tingkat bawah
seperti Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Munculnya perempuan sebagai pilihan
alternatif, ini dan terbukti dengan banyak perempuan yang menjadi kepala
negara, perdana menteri misalnya Perdana Menteri Pakistan, Benazir Bhutto
menjadi kepala negara dua periode yakni mulai tahun 1988-1990, kemudian
periode kedua tahun 1993-1996. Lalu di Bangladesh sudah terdapat dua
pemimpin perempuan yaitu Khaleda Zia dan Sheik Hasina. Bangladesh, negara
yang memisahkan diri dari Pakistan pada 1971. Khaleda Zia (1991-2006) dan
Sheikh Hasina.yang berkuasa dua periode yakni tahun 1996-2001 dan 2009-
sampai sekarang. Di Indonesia ada nama-nama seperti Megawati, Tri

Rismaharini, Ratu Atut dan lain-lain.

Kepemimpinan laki-laki tidak bisa menjamin akan membuat rakyat
sejahtera, karena dalam faktanya tidak banyak pemimpin-pemimpin laki-laki
yang menggunakan politik sebagai senjata untuk mempertahankan kekuasaan,
meraup sumberdaya alam, korupsi, dan lain-lain. Begitu juga halnya dengan
kepemimpinan perempuan, banyak juga yang berbuat sama. Segala
kemungkinan-kemungkinan penyelewengan kekuasaan bisa saja terjadi, karena

manusia baik laki-laki maupun perempuan diliputi godaan-godaan sebagai

motivator adalah dapat menggerakkan, memancing orang agar kreatif dan mampu
memaksimalkan kemampuan mereka. Popularitas merupakan pelengkap yang harus dipenuhi
bila seorang ingin mejadi pemimpin politik. Imawan, Membedak Politik, 301.
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yjiannya yang dilancarkan syetan setiap saat, sehingga manusia itu adalah
mahluk yang lekat dengan lupa dan dosa, namun sebaik-baik orang yang berdosa
adalah orang yang segera bertobat dan selalu mengintrospeksi dirinya untuk

tindakan-tindakan di masa depan.*

Nabi Muhammad tidak mewasiatkan untuk mendirikan negara Islam, juga
tidak memberikan isyarat untuk memilih pemimpin setelahnya, apakah wanita
atau pria. Tidak ditemukan juga dalam al-Qur’an sistem negara yang baku,
sehingga permasalahan politik adalah kebebasan individu yang dianggap sebagai
alat untuk menggapai kemaslahatan yang masif bagi umat, membebaskan siapa
saja untuk terjun ke dunia politik dengan memenuhi syarat-syarat dengan
berpedoman teguh kepada al-Qur’an dan Sunnah. Allah berfirman dalam al-
Qur’an “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah

Maha Mendengar lagi Maha Melihat”’(QS: An Nissa/4:58).

Kepemimpinan perempuan menjadi kontroversi dalam tinjauan syariah
Islam karena ada perbedaan ulama tentang hadits sahih yang diriwayatkan oleh

abu Bakrah di mana Nabi menyatakan bahwa :

8 Ruth Roded, Kembang Peradaban, 49.
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yang aku dengar dari Nabi pada saat terjadinya fitnah Perang Jamal. Di mana
waktu itu hampir-hampir aku akan bergabung dengan Ashabul Jamal (pasukan
yang dipimpin ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha) dan berperang bersama mereka.” Lalu
beliau berkata: “(Yaitu sebuah hadits) ketika disampaikan kepada Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa Kerajaan Persia telah mengangkat putri
Kisra sebagai raja mereka. Beliaupun bersabda: ‘Tidak akan beruntung suatu
kaum (bangsa) manakala menyerahkan urusan kepemerintahannya kepada

seorang wanita’.” (HR. Al-Bukhari no. 4425).%

Keadaan diperparah ketika gaung emansipasi wanita dan hak asasi
manusia yang selama ini aman-aman saja di pihak umat Islam, kemudian datang
isu emansipasi dari barat mencuat kepermukaan. Karena Islam telah
menempatkan hak-hak perempuan pada tempatnya begitu juga dengan laki-laki.
Dalam sejarahnya Islam datang ditengah-tengah dekadensi moral yang tidak
menganggap perempuan sebagai manusia selayaknya. Kisah ini diceritakan

dalam al-Qur’an Az Zuhruf/43 : 17.

T S 3515500 gz b B*Mu-%u e L‘-’v—“*‘-"‘ﬂ"b

¥ Abu Abd Allah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz V
(Beirut: Dar al-Fikr, 1994),160.
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Artinya: Padahal apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira
dengan apa yang dijadikan sebagai misal bagi Allah Yang Maha Pemurah; jadilah

mukanya hitam pekat sedang dia amat menahan sedih.*

Maksud ayat ini ialah bilamana dia diberi kabar tentang kelahiran
anaknya yang perempuan, mukanya menjadi merah padam karena malu dan dia
amat marah, padahal dia sendiri mengatakan bahwa Allah mempunyai anak
perempuan. Maka Islam datang, kemudian menghapuskan segala bentuk
diskriminasi terhadap perempuan. Diakui pemarginalisasi pertama kali dirasakan
oleh perempuan non muslim yakni Yahudi dan Kristen. Disadari adanya bias
nilai-nilai patriarki dan bias gender, kemudian isu gender itupun muncul di dunia
Islam pada periode modern mulai tahun 1800 M, yakni ketika dunia Islam telah
bersentuhan dengan dunia Barat (Eropa)®.Di Indonesia, Kontroversi pemimpin
perempuan sebenarnya sudah mulai berhembus jauh sebelum pemilu 1999. Pro
kontra ini berasal dari berbagai lapisan masyarat mulai dari politisi partai yang
berbasis Islam maupun dari kalangan non-partai termasuk akademisi, aktivis
ormas Islam, bahkan kalangan santri yang secara kultural berafiliasi ke NU

(Nahdlatul Ulama).

KH. Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus
Dur, seorang ulama NU yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia ini
tidak menampik kemungkinan seorang perempuan menjadi pemimpin negara.

KH. Abdurrahman Wahid mengungkapkan bahwa sukses atau tidaknya

% Departemen Agama RI A/-Qur’an dan Terjemah 30 Juz, 491.
% Siti Musdah Mulia, Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Yogyakarta: Kibar Press, 2008),
148.
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perempuan menjadi seorang pemimpin sangat bergantung kepada penerimaan
dari kaum laki-laki yang berada di bawah kepemimpinannya, apakah mereka
bersedia bekerjasama di bawah komando perempuan tersebut atau tidak.
Abdurrahman Wahid juga menyampaikan bahwa ungkapan ulama yang
menyatakan bahwa perempuan lebih lemah dari laki-laki sehingga tidak bisa
memimpin justru bertolak belakang dengan fakta sejarah bahwa banyak
pemimpin negara yang sukses justru dari jenis kelamin perempuan. Misalnya

Cleopatra, Ratu Balqis, Corie Aquino, Margaret Theatcher dan Benazir Butho.

Bahkan KH. Abdurrahman Wahid mengakui kemampuan Megawati
Soekarnoputri untuk menjadi seorang presiden, di samping karena ia memiliki
nasab dari Soekarno yang merupakan pemimpin negara, kesuksesannya
memimpin PDIP membuktikan bahwa Megawati memiliki kecerdasan dalam
memimpin. Menurut pandangan Abdurrahman Wahid, apa yang dimiliki
Megawati yaitu nasab dan kecerdasan dalam memimpin adalah landasan yang

bisa menjadikan seseorang sebagai pemimpin di masa depan®’

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pandangan ulama-ulama klasik
mayoritas tidak menyetujui jika perempuan menjadi pemimpin dalam ranah
publik yang kebanyakan dilakukan oleh laki-laki. Sedangkan ulama-ulama
modern dan kontemporer saat ini lebih melihat ke dalam fakta sejarah dan realita
yang ada sekarang bahwa banyak dari kaum perempuan yang memiliki

kemampuan dalam bidang politik dan jabatan-jabatan penting di ranah publik

% M.N Ibad. Kekuatan Perempuan Dalam Perjuangan Gus Dur-Gus Miek (Yogyakarta: Pustaka
Pesantren, 2011), 101-102.
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yang biasanya di-dominasi oleh laki-laki. Karenanya, menafikan peran
perempuan dalam kancah perpolitikan sama halnya mengabaikan potensi separuh

dari masyarakat itu sendiri

Dari pro dan kontra terkait kepemimpinan perempuan. Para ulama
berselisih paham hingga terbentuk dua kelompok besar. Dimana sebagian

membolehkan dan sebagian lain tidak memperbolehkan.

1. Ulama Yang Tidak Membolehkan

Berbagai kalangan terlebih tokoh Islam mengharamkan kepala negara dari
perempuan, tentunya itu berdasarkan argumennya terutama pada (QS: An-Nisa
[4]:34) dan hadits dari Abu Bakrah di atas. Dari kedua nash tersebut kalangan
ahli figih salaf, termasuk madzah empat berpendapat bahwa al-Imam harus
dipegang seorang laki-laki dan tidak boleh diduduki seorang perempuan.

Diantara ulama-ulama yang kontra ini adalah:

a) Ibnu Katsir

Ibnu Katsir, dalam (Ismail bin Umar Ad-Dimashqi, Tafsir Ibnu Katsir,
hlm. 1I/293-293). misalnya, menafsiri QS An-Nisa 4:34 menyatakan yang
artinya: “Laki-laki adalah pemimpin wanita karena laki-laki lebih utama dari
perempuan. Itulah sebabnya kenabian dikhususkan bagi laki-laki begitu juga raja

yang agung; begitu juga posisi jabatan hakim dan lainnya Ibnu Abbas berkata
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“Laki-laki pemimpin wanita” maksudnya sebagai amir yang harus ditaati oleh

wanita”.%®

b) Ar-Razi

Ar-Razi dalam Tafsir Ar-Razi sependapat dengan pandangan Ibnu Katsir:
dalam (Tafsir Al-Fakhrur Razi, hlm. I/88): “Keutamaan laki-laki atas wanita
timbul dari banyak sisi. Sebagian berupa sifat-sifat faktual sedang sebagian yang
lain berupa hukum syariah seperti al-imamah as-kubro dan al-imamah as-sughro,

jihad, adzan, dan lain-lain™.%

¢) Wahbah Zuhaili

Wahbah Zuhaili dalam A/-Figh al-Islami wa Adillatuhu mengutip ijmak-
nya ulama bahwa salah satu syarat menjadi Imam adalah laki-laki (dzukuroh)
“Adapun laki-laki (sebagai syarat jabatan al-Imam) karena beban pekerjaan
menuntut kemampuan besar yang umumnya tidak dapat ditanggung wanita.
Wanita juga tidak sanggup mengemban tanggung jawab yang timbul atas jabatan
ini dalam masa damai atau perang dan situasi berbahaya. Nabi bersabda: “Tidak
akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada wanita”.

Oleh karena itu, ulama figih sepakat bahwa jabatan Imam harus laki-laki’’. Tentu

% Ismail bin Umar Ad-Dimashqi, Tafsir Ibnu Katsir, 293-293.
¥ Tafsir al-Fakhrur Razi, 188.
% Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, 8/302
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saja yang dimaksud al-Imam di sini adalah Al-Imam Al-Udzma atau Al-Khalifah

Al-Ammah yang mengepalai muslim dunia.”’
d) Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz (Ulama Wahabi)

Menyatakan dalam fatwanya bahwa wanita dilarang menduduki jabatan
tinggi apapun dalam pemerintahan: “Kepemimpinan wanita untuk riasah ammah
lil muslimin itu tidak boleh. Quran, hadits dan Ijmak sudah menunjukkan hal itu.
Dalil dari al-Qur’an adalah QS An-Nisa 4:34. Hukum dalam ayat tersebut
mencakup kekuasaan laki-laki dan kepemimpinannya dalam keluarga. Apalagi
dalam wilayah publik. Adapun dalil hadits adalah sabda Nabi “Suatu kaum tidak
akan berjaya apabila diperintah oleh perempuan.” Tidak diragukan lagi bahwa
hadits ini menunjukkan haramnya kepemimpinan perempuan pada otoritas umum
atau otoritas kawasan khusus. Karena semua itu memiliki sifat yang umum.
Rasulullah telah menegasikan kejayaan dalam suatu negara yang dipimpin
perempuan”. Fatwa Bin Baz di atas tidak membedakan antara riasah ammah
yakni al-khilatah al-ammah dengan al-wilayah al-khassah. Juga, semua posisi
jabatan tinggi seperti hakim, menteri, gubernur, dan semua posisi yang

membawahi laki-laki haram hukumnya diduduki oleh perempuan.

’! Namun, menurut Wahab Zuhaili, dalam masalah jabatan qadhi atau hakim, terdapat perbedaan
ulama fiqih apakah wajib laki-laki atau perempuan juga boleh menempati posisi ini: (Imam
madzhab sepakat bahwa syarat bagi qadhi adalah berakal sehat, baligh, merdeka,muslim, tidak
tuli, tidak buta, tidak bisu. Mereka berbeda pendapat dalam syarat adil dan laki-laki).
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2. Ulama Yang Membolehkan

Ibnu Rushd memerinci perbedaan pendapat Ulama-Ulama dalam kitab
Bidayatul Mujtahid: “Ulama berbeda pendapat tentang disyaratkannya laki-laki
sebagai hakim. Jumhur mengatakan: ia menjadi syarat sahnya putusan hukum.
Abu Hanifah berkata: boleh wanita menjadi qadhi dalam masalah harta. At-

Tabari berkata: Wanita boleh menjadi hakim secara mutlak dalam segala hal”.*?

Ulama yang membolehkan wanita menduduki jabatan qadhi atau hakim
antara lain: Abu Hanifah, Ibnu Hazm, Ibnu Jarir at-Tabari., dan Dr. Muhammad

Sayid Thanthawi.

Dr. Muhammad Sayid Thantawi Syaikh Al-Azhar dan Mufti Besar
Mesir, menyatakan bahwa kepemimpinan wanita dalam posisi jabatan apapun
tidak bertentangan dengan syariah. Baik sebagai kepala negara (a/-wilayah al-
udzma) maupun posisi jabatan di bawahnya. Dalam fatwanya yang dikutip
majalah Ad-Din wal Hayat, Tantawi menegaskan: “Wanita yang menduduki
posisi jabatan kepala negara tidaklah bertentangan dengan syariah karena al-
Qur’an memuji wanita yang menempati posisi ini dalam sejumlah ayat tentang
Ratu Balgis dari Saba.”* Dan bahwasanya apabila hal itu bertentangan dengan
syariah, maka niscaya al-Qur’an akan menjelaskan hal tersebut dalam kisah ini.
Adapun tentang sabda Nabi bahwa “Suatu kaum tidak akan berjaya apabila

diperintah oleh wanita” Muhammad Sayid berkata: bahwa hadits ini khusus

%2 Ibnu Rashd, dalam Bidayatul Mujtahid, IV/1768.

» Menjabat sebagai Mufti Besar Mesir pada tahun 1986-1996, menjadi Imam Masjid Al-Azhar
dan Syeikh Al-Azhar pada 1996.

% Kisah Ratu Balgjis atau Ratu Saba terdapat dalam QS An-Naml 27:23-44
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untuk peristiwa tertentu yakni kerajaan Farsi dan Nabi tidak menyebutnya secara
umum.

Oleh karena itu, maka wanita boleh menduduki jabatan sebagai kepala
negara, hakim, menteri, duta besar, dan menjadi anggota lembaga legislatif.
Hanya saja perempuan tidak boleh menduduki jabatan Syaikh Al-Azhar karena
jabatan ini khusus bagi laki-laki saja karena ia berkewajiban menjadi imam shalat
yang secara syariah tidak boleh bagi wanita.”

1) Yusuf Qardhawi

Sependapat dengan Muhammad Sayid. Ia menegaskan bahwa perempuan
berhak menduduki jabatan kepala negara (riasah daulah), mufti, anggota
parlemen, hak memilih dan dipilih atau posisi apapun dalam pemerintahan
ataupun bekerja di sektor swasta karena sikap Islam dalam soal ini jelas bahwa
wanita itu memiliki kemampuan sempurna (tamam al-ahliyah).”®

Menurut Qardawi tidak ada satupun nash al-Qur’an dan hadits yang
melarang wanita untuk menduduki jabatan apapun dalam pemerintahan. Namun,
ia mengingatkan bahwa wanita yang bekerja di luar rumah harus mengikuti
aturan yang telah ditentukan syariah seperti a) tidak boleh ada khalwat (berduaan
dalam ruangan tertutup) dengan lawan jenis bukan mahram, 2) tidak boleh

melupakan tugas utamanya sebagai seorang ibu yang mendidik anak-anaknya,

% Harian Okaz Arab Saudi, edisi 28 Muharram 1429, 39 mengutip dari majalah Ad-Din wal
Hayat Mesir.
% Abdullah bin Abdul Azin bin Baz, Majmuk Fatawa Ibn Baz, no. fatwa: 30461, 1/424.
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dan 3) harus tetap menjaga perilaku Islami dalam berpakaian, berkata,
berperilaku, dan lain-lain.”

2) Ali Jumah Muhammad Abdul Wahab (Mufti Mesir)

Ia termasuk di antara ulama berpengaruh yang membolehkan wanita
menjadi kepala negara dan jabatan tinggi apapun seperti hakim, menteri, anggota
DPR, dan lain-lain. Namun, ia sepakat dengan Yusuf Qardhawi bahwa
kedudukan Al-Imamah Al-Udzma yang membawahi seluruh umat Islam dunia
harus dipegang oleh laki-laki karena salah satu tugasnya adalah menjadi imam

shalat.”®

Ali Jumah menyatakan bahwa kepemimpinan wanita dalam berbagai
posisi sudah sering terjadi dalam sejarah Islam. Tak kurang dari 90 perempuan
yang pernah menjabat sebagai hakim dan kepala daerah terutama di era Khilafah
Utsmaniyah. Bagi Ali Jumah, keputusan wanita untuk menempati jabatan publik
adalah keputusan pribadi antara dirinya dan suaminya. la megutarakan syarat

bagi perempuan ketika ingin bekerja di luar rumabh.

Pertama, pekerjaan itu tidak dilarang syariah. Wanita tidak boleh
melakukan pekerjaan yang dilarang syariah sebagaimana hal itu tidak boleh bagi
laki-laki. Akan tetapi ada juga jenis pekerjaan yang boleh bagi laki-laki tapi tidak
boleh bagi perempuan. Misalnya, wanita tidak boleh menjadi penari, atau

sekretaris pribadi bagi laki-laki yang berada didalam kamar tertutup. Karena

°7 Qardhawi, “Syarat Perempuan Bekerja di Luar Rumah” (Bairut asyamilah, 1977), 122.
% Harian Al-Jumhuriyah Mesir, edisi 28 Januari 2007, 23.
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wanita yang khalwat (berduaan dalam ruangan tertutup) dengan lelaki lain tanpa

ditemani suami atau mahram adalah haram secara pasti menurut ijmak ulama.

Kedua, pekerjaan yang dilakukan hendaknya tidak meniadakan tugas
wanita yang utama yaitu sebagai istri dengan melaksanakan hakhak rumah
tangga dan sebagai ibu dalam memenuhi hak-hak anak. Sekiranya pekerjaan

tersebut akan mengganggu tugas-tugas utamanya, maka itu tidak bisa diterima.

Ketiga, berpegang teguh pada etika Islam. Seperti tata cara keluar rumah,
berpakaian, berjalan, berbicara, dan menjaga gerak-geriknya. Oleh karena itu,
wanita tidak boleh keluar tanpa mengenakan busana muslim, atau memakai
parfum supaya wanginya tercium laki-laki. Dan tidak boleh berjalan dengan gaya

jalan seperti yang digambarkan Allah dalam al-Qur’an.””

D. Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Kepemimpinan

Dari sisi bahasa kepemimpinan adalah (/eadership) yang berasal dari kata
leader. Kata leader muncul pada tahun 1300-an. Sedangkan kata /leadership
muncul kemudian yaitu sekitar tahun 1700-an.2

Di lingkungan masyarakat, dalam organisasi formal maupun nonformal
selalu ada orang yang dianggap lebih dari yang lain. Seseorang yang memiliki
kemampuan lebih kemudian ditunjuk atau diangkat sebagai orang yang
dipercayakan untuk mengatur orang lainnya. Biasanya orang seperti itu
disebut pemimpin atau manajer. Dari kata pemimpin itulah kemudian muncul

istilah kepemimpinan setelah melalui proses panjang.

% Hibbah Rauf Izzat, Wanita dan Politik.,154-160.
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Masalah kepemimpinan sama tujuanya dengan sejarah manusia itu
sendiri. Kepemimpinan dibutuhkan karena adanya keterbatasan dan kelebihan
dari masing-masin manusia. Defenisi tentang kepemimpinan bervariasi sebanyak
orang yang mencoba mendefenisikan konsep kepemimpinan. Beberapa defenisi
yang dianggap cukup mewakili adalah;

1. Kepemimpinan adalah “proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah
kelompok yang diorganisasi kearah pencapaian tujuan,” (Rauc & Behling,
1984, halm. 46).'"

2. Kepemimpinan adalah perilaku dari yang memimpin aktivitas-
aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama.
Kebanyakan defenisi tentang kepemimpinan mencerminkan asumsi
bahwa
kepemimpinan menyangkut sebuah proses pengaruh sosial yang dalam hal
ini pengaruh yang sengaja dijalankan oleh sesorang terhadap orang lain
untuk menstuktur aktvitas-aktivitas serta hubungan-hubungan sebuah
kelompok atauorganisasi. Berbagai defenisi yang ditawarkan terlihat
tidak berisi hal-hal selain itu.'”!

Sejak 14 abad yang silam, al-Qur’an telah menghapuskan berbagai
macam diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, al-Qur’an memberikan hak-
hak kepada kaum perempuan sebagaimana hak-hak kaum laki-laki. Diantaranya

dalam masalah kepemimpinan, al-Qur’an memberikan hak kepada kaum

1Veithzal Revai, Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi (Edisi Kedua), (Jakarta:Rajagrafindo
Persada, 2007), 9.

""" Gari Yukl, Leadership In Organization, alih Bahasa Oleh Jusuf Udaya, Kepemimpinan Dalam
Organisasi,(Jakarta: Prenhallindo), 2.
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perempuan untuk menjadi pemimpin, sebagaimana hak kepada laki-laki. Dasar
yang dijadikan pertimbangan dalam hal ini hanyalah kemampuannya dan
terpenuhinya kriteria untuk menjadi pemimpin. Jadi pemimpin itu bukan
monopoli kaum laki-laki, tetapi bisa diduduki dan dijabat oleh kaum perempuan,
bahkan jika perempuan itu mampu dan memenuhi kriteria maka ia boleh
menjadi hakim dan fop leader (Perdana Menteri atau Kepala Negara). Masalah

ini disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 71:

-
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Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian
mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh
(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat,
menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan
diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana”.“Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan
perempuan, (akan mendapat) surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai,
kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga
'Adn. dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang

102
besar’.

Dalam ayat tersebut Allah SWT mempergunakan kata ‘Auliya’

(pemimpin), itu bukan hanya ditujukan kepada pihak laki-laki saja, tetapi

12 Departemen Agama RI A/-Qur’an dan Terjemah 30 Juz, 199.
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keduanya secara bersamaan. Berdasarkan ayat ini, perempuan juga bisa menjadi
pemimpin, yang penting dia mampu memenuhi kriteria sebagai seorang
pemimpin, karena menurut Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-Manar, bahwa kata
‘ Auliya’mencakup wali dalam arti penolong solidaritas dan kasih sayang.'®

Dari surat at-Taubah ayat 71 tersebut dapat disimpulkan, bahwa al-
Qur’an tidak melarang perempuan untuk memasuki berbagai profesi sesuai
dengan keahliannya, seperti menjadi Guru, Dosen, Pengusaha, Menteri, Hakim
bahkan Kepala Negara. Akan tetapi dalam tugasnya tetaplah memperhatikan
hukum-hukum atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh al-Qur’an dan as-
Sunnah, misalnya tidak terbengkalai urusan rumah tangganya, haruslah ada izin
dan ridha suaminya abila ia sudah bersuami, guna menghindari efek negatif
terhadap diri dan agama. Akan tetapi ulama’ berbeda pendapat boleh dan
tidaknya kepemimpinan seorang perempuan sebagai kepala negara. Jumhur
ulama’ dalam hal ini berpendapat bahwa seorang perempuan tidak boleh

menjadi kepala negara sesuai dengan surat an-Nisa’ ayat 34:

c £ . o}/i~// ,,‘/, 5}./,,;1-0/77 . ~ w7 P T4
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Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain
(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkah kan sebagian dari harta

mereka.'*

19 Siti Fatimah, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur’an”, A/-hikmah, Jurnal
Studi Keislaman,Volume 5, nomor 1, Maret 2005.

' Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penerjemah/Penafsir al-Qur’an, 2011), 123.
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Kata Jz_d itu umum, slo&) juga kalimat umum, sesuatu yang khusus
adalah Allah memberikan keutamaan kepada sebagian mereka. Keutamaan atau
tafdl disini yang dimaksud adalah laki-laki kerja dan berusaha di atas bumi untuk
mencari penghidupan. Selanjutnya digunakan untuk mencukupi kehidupan
perempuan yang di bawah naungannya.'®’

Kata Qawwamun, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan
pemimpin bagi kaum perempuan, “dipahami oleh mayoritas ahli tafsir sebagai
justifikasi superiorritas laki-laki atas perempuan. Dalam ayat itu disebutkan dua
alasan mengapa laki-laki (suami) itu pemimpin atas perempuan. Alasan pertama
ialah karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang
lain (perempuan).”’Alasan kedua ialah “karena mereka (laki-laki) telah
memberikan nafkah dari sebagian hartanya.” Tentang Alasan pertama, al-Qur’an
tidak menjelaskan secara tegas dan jelas kelebihan laki-laki atas perempuan.
Sementara itu, tentang alasan kedua al-Qur’an menyatakan secara lebih eksplisit
yaitu bahwa superioritas laki-laki terhadap perempuan itu karena laki-laki
memberi nafkah kepada perempuan. Karena itu, seorang suami memiliki aset
yang lebih istimewa dibanding seorang istri. Menurut mufassir, memberi nafkah
yang dimaksud ialah pemberian mahar dan belanja kebutuhan istri dan
keluarga.'

Terhadap alasan pertama para mufassir mengemukakan berbagai

penjelasan yang sangat bias laki-laki. An-Nawawi misalnya, menerangkan bahwa

195 Al-Syarawi, TafSir al-Syarawi, (Beirut: Dar al-Fikrtt.), Juz 4, 2202.

1% Al-Zamakhsary, al-Kasysyaf, sebagaimana dikutip Jumni Nelli, Perempuan Islam dalam
Realitas Sosial Budaya, dalam Jurnal Marwah,Vol.IV, No. 2 Desember 2006, (Pekanbaru: PSW
UIN Suska Riau: 2006), 197.
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superioritas laki-laki atas perempuan itu didasarkan atas bahwa laki-laki
memiliki kesempurnaan akal, matang dalam perencaan, penilaian yang tepat dan
kelebihan dalam amal dan ketaatan. Oleh sebab itu, laki-laki diberi tugas
istemewa sebagai Nabi, Imam, Wali, penegak syiar-syiar Islam, saksi dalam
berbagai masalah hukum, wajib melaksanakan jihad, sholat jum’at dan lain-
lain."”’

Muhammad Asad mengartikan “Qawwamun” sebagai “menjaga
sepenuhnya” (fo take full care) dan menjaga itu meliputi fisik dan non fisik.'*®
At-Thabari mengartikannya dengan “tanggung jawab”. Hal ini berarti laki-laki
bertanggung jawab mendidik dan membimbing istri agar menunaikan

109

kewajibannya kepada Allah maupun kepada suami. = Yusuf Ali mengartikannya

“pelindung kaum wanita”.'"

Demikialah QS. 4:34 ditafsirkan oleh para mufasir yang mengandung bias
kaum lelaki. Meskipun demikian apabila dihadapakan dengan realitas yang ada,
maka terlihat sekarang ialah bahwa posisi kaum laki-laki atas perempuan bersifat
relatif dan apabila basis superioritas laki-laki atas perempuan dalam al-Qur’an
dan masyarakat bersifat relatif, maka lahirlah penafsiran-penafsiran al-Qur’an
yang menawarkan nuansa baru dan mengandung nilai-nilai kesetaraan dan
kebebasan kaum wanita untuk berperan di segala bidang kehidupan.

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Qawwdamiin berarti laki-

laki sebagai penjaga, penanggung jawab, pemimpin, pendidik kaum perempuan.

"7 jumni Nelli, /bid.

"% Muhammad Assad, The Massage of the al-Qur’an, (Giblartar: Dar al-Andalus, 1980), 109.
' Jarir al-Thabari, Jami’ al-Bayan al-Tanwil Al-Qur’an, (Beirut: dDar al-Fikr, 1988), 57.
"% Abdullah Yusuf Ali, A/-Qur’an, Terjemahan dan TafSirnya, ( Jakarta: T.tb, 1993), 190.
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Padahal penafsiran yang bercorak demikian pada dasarnya berhubungan dengan
situasi sosio-kultural waktu tafsir dibuat yang sangat merendahkan kedudukan
kaum perempuan. Berbeda dengan mufassir terdahulu, sejumlah pemikir
kontemporer berusaha menafsirkan, antara lain:

Menurut Fazlur Rahman, laki-laki adalah bertanggung jawab atas
perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang
lain karena mereka (laki-laki) memberi nafkah dari sebagian hartanya, bukanlah
hakiki melainkan fungsional, artinya jika seorang isteri di bidang ekonomi dapat
berdiri sendiri dan memberikan sumbangan bagi kepentingan rumah tangganya,
maka keunggulan suaminya akan berkurang.'"!

Sedangkan pendapat Aminah Wadud Muhsin, yang sejalan dengan Fazlur
Rahman, menyatakan bahwa superioritas itu melekat pada setiap laki-laki
gawamin atas perempuan, tidak dimaksudkan superior itu secara otomatis
melekat pada setiap laki-laki, sebab hal itu hanya terjadi secara fungsional yaitu
selama yang bersangkutan memenuhi kriteria al-Qur’an yaitu memiliki kelebihan
dan memberikan nafkah. Ayat tersebut tidak menyebut semua laki-laki otomatis
lebih utama dari pada perempuan.''?

Demikianlah di antara berbagai penafsir yang tekstual dan penafsir
kontemporer terhadap surat al-Nisa/4:34. Sehingga kalau dihadapkan dengan
realitas yang ada, maka yang terlihat sekarang posisi kaum laki-laki atas

perempuan bersifat relatif tergantung pada kualitas masing-masing individu.

" Fazlur Rahman, Mayor Themes of the Quran, terjemah. Anas Mahyuddin, (Bandung: Pustaka,

1983), 72.
"2Aminah Wadud Muhsin, Qur’an and Woman:Rereading the Sacred Text from a Woman’s
Perspective, (New York: Oxford University Press, 1999), 73.
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E. Konsep dan Pengertian Emansipasi

Pengertian atau definisi emansipasi wanita itu sendiri secara harfiah
adalah kesetaraan hak dan gender. Emansipasi wanita juga bisa diartikan sebagai
suatu usaha untuk menuntut persamaan hak-hak kaum wanita terhadap hak-hak
kaum pria di segala bidang kehidupan. Emansipasi wanita bertujuan memberi
wanita kesempatan bekerja, belajar, dan berkarya seperti halnya para pria,
seimbang dengan kemampuannya. Pengertian sama di sini lebih dipersepsikan
pada kata sejajar karena tidak bisa dipungkiri wanita dan laki-laki jelas-jelas
berbeda.

Perbedaan itu bisa dilihat dari kondisi fisik, sisi emosional yang
menonjol, sifat-sifat bawaan. Secara fisiologis, misalnya, wanita mengalami haid
hingga berkonsekuensi berbeda pada hukum-hukum yang dibebankan atasnya.
Sementara dari kejiwaan, pria umumnya lebih mengedepankan akalnya sehingga
lebih bijak, sementara wanita cenderung mengedepankan emosinya. Namun
dengan emosi yang menonjol itu, wanita patut menjadi ibu yang mana punya
ikatan yang kuat dengan anak.

Emansipasi yang dengan susah payah diperjuangkan oleh seharusnya
ditindaklanjuti dengan tindakan nyata jangan hanya sebatas tataran konsep.
karena jika masih pada tataran konsep belaka maka tujuan yang diharapkan

selama ini akan menjadi sia-sia. Bukti dari kesia-siaan itu adalah masih
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banyaknya wanita yang belum merasakan kesamaan gender terutama bidang
pendidikan. '

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa emansipasi adalah usaha
mengidentifikasi perbedaan antara perempuan dengan laki-laki dari segi sosial
budaya, psikologis bahkan moral etika dan seni. Inti dari wacana emansipasi
itu sendiri adalah persamaan hak. Keadilan itu sebenarnya sudah ada, tapi
hakikat keadilan gender yang memperkuat persamaan hak antara laki-laki dan
perempuan itu dalam pelaksanaannya sering kali mengalami distorsi.

F. Emansipasi Dalam Perspektif Islam

Pada masa Nabi Muhammad SAW, kaum perempuan memperoleh hak,
kemerdekaan dan suasana batin yang cerah. Rasa percaya diri mereka semakin
kuat sehingga di antara mereka mencatat prestasi gemilang, baik dalam sektor
domestik maupun di sektor publik.

Sayang sekali, kenyataan seperti ini tidak berlangsung lama karena
banyak faktor. Misalnya, semakin berkembangnya dunia Islam sampai pusat-
pusat kerajaan yang bercorak misoginis, menjamin pemisahan jenis kelamin dan
diskriminasi terhadap perempuan dalam masalah seperti waris, perceraian,
pengasuhan anak dan masalah-masalah keluarga lainnya, sebagaimana terjadi di
Damascus, Baghdad dan Persia. Selain itu unifikasi dan kodifikasi kitab-kitab

hadis, tafsir dan figh juga banyak dipengaruhi oleh budaya lokal yang baik secara

'3 http://www.pustakasekolah.com/emansipasi-wanita-dan-maknanya.htm1/2012. diakses pada: 7
November 2018, pukul 21:06.
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langsung atau tidak-mempunyai andil dalam memberikan pembatasan hak dan
gerak kaum perempuan.

Dengan dali demikian, maka kecenderungan masyarakat menempatkan
laki-laki di dunia publik dan perempuan di dunia domestik terjadi hampir pada
setiap peradaban manusia. Mitos semacam ini telah melahirkan kesenjangan
sosial yang berkepanjangan antara kedua jenis kelamin. Perempuan dianggap
superior dalam aktivitas rumah tangga (kegiatan domestik), sementara laki-laki
dianggap paling bertanggung jawab dalam kegiatan publik.

Realitas ini semua, menurut Masdar F. Mas'udi, terjadi  karena
berpangkal muladari adanya pelabelan sifat-sifat tertentu (stereotype) pada
kaum perempuan yang cenderung merendahkan. Dalam Islam, perempuan bisa
sejajar dengan laki-laki jika dilihat dari kaca mata spiritualitas ketuhanan.
Pendirian ini, sekurang-kurangnya, tampak dalam Surah. Al-Hujurat Ayat (49):

13).
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Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

i

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang
paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di

antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.'"*

"% Departemen Agama RI A/-Qur’an dan Terjemah 30 Juz,.518.



73

Ayat lain berbunyi:
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Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupu
perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan
kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan
kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka

kerjakan.'"

Perempuan juga bisa lebih tinggi di atas laki-laki. Pandangan ini berlaku
untuk laki-laki sebagai anak kepada perempuan sebagai ibu. Dalam salah satu

Hadits Nabi.
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Artinya: Dari Abdullah bin ‘Amrin bin Ash r.a. ia berkata, Nabi SAW telah
bersabda: “Keridhoan Allah itu terletak pada keridhoan orang tua, dan murka
Allah itu terletak pada murka orang tua”. ( H.R. At-Tirmidzi. Hadis ini dinilai

shahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim).''®

Perkenan Allah tergantung pada perkenan orang tua, dan murka Allah
tergantung murka kedua orang tua.” Sementara itu, yang dimaksud dengan

kedua orang tua sebagai pihak yang berhak memperoleh penghormatan dan

115 7.
1bid, 279.

6 HR at-Tirmidzi no: 1899. Dinilai shahih oleh al-Albani dalam silsilah ash-Shahihah 2/44 no:

516.
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kebaktian dari sang anak, pertama kali adalah orang tua perempuan (ibu), baru
kemudian orang tua laki-laki (bapak).

Dalam salah satu Hadits Nabi yang banyak sekali dikutip oleh literatur

keislaman (pada bagian akhlaq), diriwayatkan sebagai berikut:
“Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi, siapakah yang paling
berhak untuk diberi kebaktian? Nabi menjawab: Ibumu! Kemudian?, tanya
sahabat. Ibumu. Kemudian?, tanya sahabat lagi. Ibumu, jawab Nabi. Kemudian?
Bapakmu.” Literatur keislaman umumnya menafsirkan Hadits ini dengan
menyatakan, bahwa ibu (orang tua perempuan) berhak atas kebaktian anaknya
tiga kali lipat dari kebaktian yang patut diberikan kepada bapak (orang tua laki-
laki). Sejalan dengan ini, banyak pula dikutip oleh literatur keislaman dan para
kiai/muballigh dalam berbagai kesempatan, sebuah Hadits lain yang
menegaskan, bahwa “Surga itu berada di bawah telapak kaki sang ibu.” Suatu
Hadits yang diberi tafsiran oleh literatur keislaman sebagai betapa tingginya
derajat ibu seharusnya dipandang oleh anak, laki-laki maupun perempuan.

Jika titik tolaknya dari wacana yang demikian, maka posisi perempuan
sangat strategis. Di sektor publik, perempuan juga harus diberi peran yang
cukup, baik di wilayah politik, hukum, ekonomi, dan lain-lain.

Sebagian masyarakat mungkin masih berasumsi bahwa bangkitnya
peranan perempuan muslim dalam dunia publik baru terjadi di zaman
kemerdekaan. Ini merupakan pandangan yang salah. Perjuangan perempuan Islam
telah berusia cukup lama dengan bukti adanya al-Qur'an yang mengisahkan

beberapa perempuan, di antaranya dalam surat al-Naml ayat 23:
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Artinya: “Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah

kaumnya dan dia dianugrahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang

117
besar’.

Ayat ini telah mengisyaratkan bahwa ada seorang perempuan yang
sangat cakap dalam memegang kekuasaan, dia adalah Ratu Bilqis. Ini terbukti
dalam sejarah dikisahkan bahwa dia mendapatkan surat dari Nabi Sulaiman.
Dalam menyikapi hal tersebut, dia tidak langsung memutuskan apa solusi
yang diambil, tapi Ratu tersebut memusyawarahkannya dengan para menteri
dan staf ahlinya. Setelah musyawarah, ditemukanlah suatu solusi yang sangat
bijaksana sehingga mereka yang hadir di situ menerima dengan lapang dada.

Peristiwa di atas bisa dikatakan bahwa kinerja yang dilakukan oleh
seorang Bilqis sangatlah produktif. Dia telah mampu menghasilkan output yang
sangat besar dengan memberikan salah satu kebijakan yang merupakan masukan
(input) dalam memutuskan suatu problem.

Apabila peristiwa tersebut diimplementasikan dalam dunia ekonomi,
maka Bilqis sangat memahami strategi menaklukkan lawan bisnis dengan baik
sehingga bisa mendapatkan suatu hasil yang sangat memuaskan di antara kedua
belah pihak.

1. Sekalipun ada presiden historis yang cukup kuat, tetap saja wacana
pemimpin perempuan telah memancing polemik dan debat antara pro maupun

yang kontra. Hal ini terjadi karena satu sisi ditemukan penafsiran ayat dan

""" Departemen Agama RI A/-Qur’an dan Terjemah 30 Juz, 380.
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hadis yang secara tekstual mengutamakan laki-laki untuk menjadi pemimpin,
meskipun sebagian ada yang membolehkannya, di sisi lain ada kenyataan
obyektif adanya sejumlah perempuan yang memiliki pengaruh kuat di
masyarakat dan mempunyai kemampuan untuk menjadi pemimpin.

Salah satu hal yang sering diperdebatkan ketika berbicara tentang
perempuan ialah apakah perempuan bisa menjadi pemimpin suatu kelompok yang
didalamnya mayoritas laki-laki. Pembicaraan mengenai persoalan kepemimpinan
perempuan di Indonesia mulai menghangat ketika dulu Megawati Soekarnoputri
mencalonkan diri menjadi presiden. Banyak pihak yang menentangnya bukan
karena meragukan kemampuan Megawati untuk memimpin, melainkan karena
jenis kelaminnya perempuan. Meski pada Pemilu tahun 1999 Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan yang dipimpin oleh Megawati memenangkan suara
terbanyak, namun hal tersebut tidak otomatis membuat Megawati menduduki
jabatan Presiden.

Sebagian ulama bersikeras menentangnya, bahkan kalangan ulama NU
pun menjadi terpecah saat mendiskusikan tentang apakah mungkin perempuan
menjadi pemimpin.'"®
2. Pendapat yang melarang perempuan pemimpin mengajuka argumentasi

sebagai berikut:

il e il L s o agais 1 L83 &, LT o 25058 Ui

"8 N. Ibad. Kekuatan Perempuan Dalam Perjuangan Gus Dur-Gus Miek (Yogyakarta: Pustaka
Pesantren, 2011) cat. kaki nomor 1, 8§9-90.
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Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena

Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain

(wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan dari harta mereka.'"’

Artinya: Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada
isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.'*

3. Hadis Nabi menyebutkan “Tidak akan bahagia suatu kaum yang
menyerahkan suatu urusan kepada perempuan”. (HR. Bukhari). Dan hadis yang
menyebutkan orang perempuan kurang akalnya dan kurang agamanya. (HR.
Muslim).

4. Sebagian kitab tafsir telah  menjelaskan  laki-laki ~memimpin
perempuan, dialah pemimpinnya, pembesarnya, hakimnya, dan pendidiknya,
apabila menyimpang, karena laki-laki lebih utama dari perempuan, laki-laki lebih
baik dari perempuan (7afsir Ibnu Kasir 1). Keutamaan laki-laki atas perempuan
bermula dari sebab fifrah (asal mula) dan berpuncak pada sebab kasbiah (usaha),
Keutamaan (Fadal) laki-laki atas perempuan dalam empat hal: kecerdasan akal
(kamal al-‘Agl), kemampuan manajerial (khusn al-tadbir), keberanian
berpendapat (wazanah al-ra’yi) dan kelebihan kekuatan fisik (mawazidu
al-quwah). Oleh karena kenabian (nubuwwah), kepemimpinan (imadmah),
kekuasaan (wilayah), persaksian (syahadah) dan jihad dikhususkan laki-laki

(Sofwatul Tafasirl).

"% Departemen Agama RI A/-Qur’an dan Terjemah 30 Juz,85.
2 bid,.37.
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5. Kitab figh menurut Wahbah al-Zuhaili, syarat kepala negara adalah
laki-laki, demikian juga Abul al-A’la al-Maududi mengharamkan perempuan
duduk dalam seluruh jabatan penting pemerintahan. Lebih-lebih jabatan
kepala negara. Sedangkan pendapat yang membolehkan, argumentasinya sebagai
berikut:

1. Pernyataan al-Qur’an tentang orang-orang yang beriman, laki-laki
dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong atau ahlinya sebagian
yang lain, mereka menyuruh mengerjakan yang ma’ruf dan mencegah yang
mungkar (Al-Qur’an surat Al-Taubah/9:71). Sesungguhnya aku menjumpai
seorang perempuan yang memerintah mereka dan dia dianugrahi segala sesuatu
serta mempunyai singgasana yang besar (al-Qur’an surat al-Naml/27:23), seorang
perempuan adalah Ratu Balgis yang memerintah di negeri Saba’.

2. Hadis “Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan kepada
perempuan” perlu diteliti sanadnya, dan hadis tersebut termasuk hadis
ahad. Kalaupun dianggap sahih hendaknya ditempatkan pada konteks
pengucapan Nabi yang berkaitan dengan tidak mampunya Buron binti
Syiwaraih memimpin kerajaan Persia. Terlepas dari perbedaan dua pendapat
tersebut di atas, patut dipertanyakan lagi tentang pendapat yang tidak
membolehkan perempuan berpolitik, sebab terkesan menganggap perempuan
tidak mempunyai kemampuan dalam kepemimpinan dan menjadi atau memegang
jabatan, padahal kalau diteliti secara cermat dan seksama dasar argumennya

kurang akurat.
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G. Wanita Dalam Sekilas Perspektif Sejarah

Eksistensi kaum wanita dalam kehidupan dan problematika yang
dihadapinya sepanjang Masa pada prinsipnya berkisar pada tiga persoalan
pokok, yaitu sifat pembawaan wanita (karakter kudrati), hak-hak dan tugas-
tugas wanita, bak di lingkungan keluarga, ataupun di tengah-tengah kehidupan
masyarakat luas, dan pergaulan yang berbasis sopan santun dan etika, terutama

hal-hal yang berkaitan dengan tradisi, dan adat kebiasaan.'*'

Dalam beberapa periode sejarah Islam, dalam hal hak-hak dan tugas-
tugas wanita di tengah-tengah kehidupan masyarakat luas termasuk dalam dunia
politik dan pemerintahan, banyak wanita muslimah yang aktif dalam pentas
politik praktis dan menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan, seperti
Syajaratuddur dan Zubaidah isteri Khalifah Harun al-Rasyid. Tetapi peristiwa ini
jarang sekali terjadi pada kurun waktu berikutnya. Bahkan jauh sebelum ini
seperti dikemukakan oleh M. Quraish Shihab dalam bukunya “Membumikan al-
Qur’an” bahwa kenyataan sejarah menunjukkan sekian banyak di antara kaum
wanita yang terlibat dalam soal-soal politik praktis. Ummu Hani misalnya,

dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad Saw.

Ketika memberi jaminan keamanan kepada sementara orang musyrik
(jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). Bahkan isteri
Nabi Muhammad saw sendiri, yakni Aisyah r.a. memimpin langsung peperangan

melawan Ali bin Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan Khalifah (Kepala

21 Abbas Mahmoud al-Akkad, Wanita dalam al-Qur’an, Alih Bahasa, Chadidjah Nasution,
Jakarta: Bulan Bintang, 1976, 5.
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Negara). Isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah soal suksesi setelah
terbunuhnya Khalifah ketiga, Usman bin Affan. Peperangan itu dikenal dengan
nama perang unta (656 M). Keterlibatan Aisyah r.a. bersama sekian banyak
sahabat Nabi dan kepemimpinannya dalam peperangan itu, menunjukkan bahwa
beliau bersama para pengikutnya itu menganut paham kebolehan keterlibatan

perempuan dalam politik praktis sekalipun.'?

Kedudukan dan peranan wanita
dalam Islam sejatinya sangat terhormat dan tinggi, karena mereka diberikan
derajat yang hampir sama dengan pria. Mahmud Syaltut dalam M. Quraish
Shihab menegaskan bahwa tabiat kemanusiaan antara lelaki dan perempuan

hampir dapat dikatakan sama. Allah telah menganugrahkan kepada perempuan

sebagaimana menganugerahkan kepada lelaki.

Kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan
yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan dua jenis
kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum dan
khusus.'”® Namun demikian, berdasarkan teks-teks al-Qur’an dan Sunnah-sunnah
Rasulullah ternyata kedudukan dan tugas wanita dalam rumah tangga lebih
dominan (menjadi skala prioritas utama) daripada tugas dan kewajiban yang
bersifat umum, sosial kemasyarakatan dan pemerintahan. Allah telah berfirman

dalam Surat al-Ahzab: 33:
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22 M. Quraish Shihab, “Membumikan al-Qur’an”, Bandung: Penerbit Mizan, 1995, 274.
2 Ibid, 269-270.
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Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias

dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu.'**,

Ayat ini menurut pemahaman al-Qurthubi merupakan perintah kepada
isteri-isteri Nabi Muhammad untuk tetap berada di rumah, yang berarti secara

umum berlaku juga untuk isteri-isteri umatnya.'?

Begitu pula Nabi Muhammad Saw. Dalam beberapa pernyataannya
menegaskan di antaranya bahwa “Janganlah kamu melarang isteri-isterimu pergi
mendatangi masjid (untuk beribadah) dan rumah mereka sebenarnya lebih baik
baginya.”'**Bertakwalah kepada Allah dan kembalikanlah wanita itu ke

127
rumahnya.”

Berdasarkan pada teks-teks Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw.
Tersebut secara tersurat (dzahir al-nas) jelaslah bahwa kedudukan dan tugas
utama (primer) kaum wanita sejatinya berada di dalam rumah tangga, sedangkan
tugas di luar rumah tampaknya hanya sebagai tugas sekunder sepanjang tidak
mengganggu tugas primer. Karena itu, Islam telah membebankan tugas primer
mencari nafkah kepada kepala rumah tangga (suami).'”® Dalam konteks ini bukan
berarti wanita tidak boleh beraktivitas dan bekerja di luar rumah misalnya
menjadi guru, dosen, politikus, direktris, muballighah, presiden, dan lain-lain,

tetapi harus disesuaikan dengan karakter kudratinya.

"2 Departemen Agama R1 A/-Qur’an dan Terjemah 30 Juz, 423.

125 Al-Qurthubi, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, JId. Ke 14, Bairut: Dar al-Kuub, t,t, 16.

126 Ahmad ibn Hanbal, Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, J1d. Ke 2, Bairut: Dar al-Fikr, 1982, 70.
"*" Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bary, Juz ke 16, Mesir: al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1959,
166.

' Departemen Agama RI A/-Qur’an dan Terjemah 30 Juz, 84.
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Karena antara pria dan wanita baik secara normatif tekstual maupun
realitas kontekstual telah banyak diketahui terdapat persamaan di samping
perbedaan dalam hal-hal tertentu,'” meskipun antara keduanya sesungguhnya
saling melengkapi dalam rana kehidupan. Hamka mengatakan bahwa baik di
dalam rumah tangga atau dalam masyarakat umumnya, sangatlah terasa bahwa

laki-laki dengan perempuan adalah lengkap melengkapi.'’

'? Lihat, beberapa ayat al-Qur’an yang menggambarkan kesetaraan gender, misalnya Q.S. al-
Baqgarah: 35-36, 187, 228, al-Nisa: 124, al-A’raf: 19-23, al-Nahl: 97, al-Hujurat.
130 Hamka, Kedudukan Pesrempuan dalam Islam, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1979, 13.



BAB III

BIOGRAFI KH. ABDURRAHMAN WAHID (GUS DUR)
DAN PEMIKIRANNYA TERHADAP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN
A. Biografi KH. Abdurrahman Wahid
1. Biodata KH. Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Ad-Dakhil, demikian nama lengkapnya. Secara leksikal
“Ad-Dakhil” berarti “sang penakluk”. Sebuah nama yang diambil Wahid Hasyim,
orang tuanya dari seorang perintis Dinasti Umayyah yang telah menancapkan
tongkat kejayaan Islam di Spanyol.""

Belakangan kata “Ad-Dakhil” tidak cukup dikenal dan kemudian diganti
dengan nama Abdurrahman Wahid yang kemudian akrab disapa dengan Gus Dur.
Gus adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang
berarti abang atau mas Gus Dur dilahirkan di Denanyar, dekat kota Jombang,
Jawa Timur, dirumah pesantren milik kakek dari pihak ibunya, Kiai Bisri
Syamsuri. Walaupun Gus Dur selalu merayakan hari ulang tahunnya pada tanggal
4 Agustus tetapi sebagaimana juga dengan banyak aspek dalam kehidupannya
dan juga kepribadiannya, ada banyak hal yang tidak seperti apa yang terlihat.
Gus Dur memang dilahirkan pada hari keempat bulan kedelapan tetapi tanggal
itu adalah menurut kalender Islam yaitu pada tanggal 4 Sya’ban yang bertepatan

pada tanggal 7 September 1940.'%

! Greg Barton, Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid, terj. Lie
Hua, Biografi Gus Dur (Cet. 2; Yogyakarta: KLIS, 2012), 35.
"2 Ibid, 25
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Gus Dur adalah putra pertama dari pasangan Wahid Hasyim dan
Sholehah. Dia anak pertama dari enam bersaudara.'” Secara genetik Gus Dur
merupakan keturunan darah biru. Ayahnya, KH. Wahid Hasyim adalah putra KH.
Hasyim Asy’ari yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama (NU) salah satu
organisasi Islam terbesar di Indonesia dan pendiri pesantren Tebuireng Jombang.
Ibundanya, Hj. Sholehah adalah putri pendiri pesantren Denayar Jombang, KH.
Bisri Syamsuri. Kakek dari pihak ibunya juga merupakan tokoh NU. Dengan
demikian, Gus Dur merupakan cucu dari dua Ulama NU sekaligus dua tokoh
besar di Indonesia.'**

Pada tahun 1948, ketika perjanjian perdamaian sudah ditanda tangani dari
pihak Belanda, para pejuang Indonesia akhirnya dapat berkumpul kembali dengan
keluarga mereka tanpa diselimuti dengan bayang-bayang ketakutan. Begitu pula
dengan ayah Gus Dur, Wahid Hasim yang merupakan tokoh agama yang ikut
berjuang merebut kemerdekaan Indonesia. Wahid Hasyim yang kala itu telah
berbahagia dengan kelahiran putrinya yaitu Chodijah (Lili). Akan tetapi, karena
ia terlibat dalam kegiatan pemerintahan yang baru maka ia sekeluarga harus
pindah ke Jakarta. Pada bulan Desember 1949, Wahid Hayim dan Gus Dur
berangkat ke Jakarta untuk menyiapkan rumah bagi anggota keluarga lainnya.

Ini bukan kali pertama Gus Dur ke Jakarta karena sebelumnya ia sudah
beberapa kali ke Jakarta mendampingi ayahnya. Saat itu, Wahid Hasyim sudah

memangku jabatan sebagai Menteri Agama. Ila menduduki jabatan selama lima

"> Ibid, 35-46
134 Achmad Mufid AR, Ada Apa dengan Gus Dur (Cet. 1; Yogyakarta: Kutub, 2005), 3.
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kabinet dan baru melepaskannya pada bulan April 1952.'* Suasana rumah baru
Gus Dur yang bertempat di Matraman hampir sama dengan suasana dirumah
kakeknya, KH. Hasyim Asy’ari yang selalu ramai dikunjungi oleh tamu-tamu
yang terdiri dari para tokoh dari berbagai bidang profesi. Hal ini memberikan
pengalaman tersendiri bagi Gus Dur.

Secara tidak langsung, Gus Dur juga mulai berkenalan dengan dunia
politik yang didengar dari kolega ayahnya yang sering mangkal di rumah. Berkat
teman ayahnya juga Gus Dur menjadi tertarik dengan musik klasik Eropa
khususnya karya-karya Beethoven. Bahkan sering kali Wahid Hasyim mengirim
Gus Dur ke rumah Williem Iskandar Bueller sepanjang sore hari selepas sekolah
untuk belajar musik klasik tersebut.'*

Di balik semua pembelajaran yang dialami Gus Dur sejak dini, dia tetap
seorang anak-anak yang kerap melakukan kenakalan. Menurut sanak saudaranya
yang lebih tua, Gus Dur adalah anak yang tumbuh subur dan tidak bisa ditekan.
Dengan kata lain, ia sering menunjukkan kenakalannya. Ia sering terlihat diikat
dengan tambang di tiang bendera di halaman depan sebagai hukuman bagi
leluconnya yang terlalu jauh atau sikapnya yang kurang sopan. Ketika belum
genap berusia 12 tahun, Gus Dur telah dua kali mengalami patah lengan akibat
kegemarannya memanjat pohon. Pertama lengannya patah karena dahan yang
diinjaknya patah. Yang kedua kalinya ia hampir kehilangan tangannya, ketika itu

ia mengambil makanan di dapur dan kemudian memakannya di atas sebuah

13> Greg Barton, Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid, terj. Lie
Hua, Biografi Gus Dur (Cet. 2; Yogyakarta: KLIS, 2012), 39.
1 Ibid, 41.
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pohon besar. Karena keenakan di atas pohon, ia tertidur dan kemudian
mengelinding jatuh. Saat itu dia mengalami patah tulang serius sehingga tulang
lengannya menonjol keluar. Dokter pertama yang merawat tulang lengannya
khawatir, ia mungin akan kehilangan lengannya tetapi untunglah berkat tindakan
dokter yang cekatan tulang yang patah itu dapat sembuh kembali. Akan tetapi
pengalaman ini hampir tidak berpengaruh terhadap dirinya karena Gus Dur muda
tetap kurang berhati-hati dan selalu bertindak impulsif.
2. Latar Belakang Pendidikan KH. Abdurrahman Wahid

Selama bertahun-tahun tinggal di Jakarta, Gus Dur sering berada bersama
ayahnya dan sering menemaninya pergi kepertemuan-pertemuan, baik itu
sewaktu ayahnya masih menduduki kursi Menteri Agama maupun setelah dia
turun dari jabatannya. Ini semua dilakukan sang ayah karena ia merasa senang
ditemani oleh putranya dan juga karena hal ini dianggap merupakan bagian
penting dari pendidikan anak sulungnya ini. Pada hari sabtu tanggal 18 April
1953, Gus Dur bepergian menemani ayahnya untuk menghadiri rapat NU di
Sumedang, sebelah Tenggara Jakarta, yang dapat ditempuh dengan mobil dalam
waktu beberapa jam saja.

Ketika mereka berada di antara Cimahi dan Bandung hujan turun cukup
lebat sehingga membuat jalan menjadi licin, keadaan ini mengakibatkan mobil
mereka selip dan menabrak truk yang sedang berhenti. Hal ini mengakibatkan
dua penumpang yang duduk di belakang yakni Wahid Hasyim dan Argo Sutjipto
terlempar keluar sedangkan Gus Dur dan supir tidak mengalami luka apapun.

Wahid Hasyim mengalami luka serius di kepala dan kening, satu sisi dari muka
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dan lehernya terkoyak dan memar. Kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 01.00
siang tapi mobil ambulan dari Bandung baru tiba sekitar pukul 04.00 sore.
Keesokan harinya tanggal 19 April 1953, tepatnya pada pukul 10.30 pagi, Wahid
Hasyim tidak dapat bertahan lagi dan akhirnya meninggal dunia, beberapa jam
kemudian Argo Sutjipto juga ikut berpulang ke Rahmatullah. Wahid Hasyim
meninggal pada usia 38 tahun. ia dimakamkan di Jombang tepatnya di Pesantren
Tebuireng. kamatian ayahnya yang disaksikan oleh Gus Dur yang saat itu masih
berumur 12 tahun membawa pengaruh tersendiri dalam kehidupannya.'®’
Beberap tahun setelah kematian ayahnya, Gus Dur dikirim ke
Yogyakarta. Bagi anak-anak seusia Gus Dur saat itu, pelajaran di pesantren
membuat waktu mereka tersita dan tidak banyak waktu untuk bersantai. Tetapi
lain halnya dengan Gus Dur, pelajaran di pesantren dapat dicerna dengan mudah
tanpa harus berusaha keras akibatnya dia selalu memiliki banyak waktu untuk
bersantai. Sebagian besar waktu senggangnya dihabiskan untuk meluangkan
hobinya, seperti membaca tapi bukan bacaan yang berkaitan dengan pelajaran
pesantren melainkan buku-buku cerita terutama tentang cerita silat dan
peperangan, menonton pertunjukan wayang kulit, menonton di bioskop,
menonton sepak bola, main catur dan berbagai permainan yang dimainkan anak
seusianya. Selama tinggal di Yogyakarta sebagian besar waktunya dihabiskan

untuk menonton film."*®

7 Qaifullah Ma’shum, ed., Karisma Ulama: Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU (Cet. 1;Bandung:
Mizan, 1998), 313-314.

% Greg Barton, Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid, terj. Lie
Hua, Biograti Gus Dur (Cet. 2; Yogyakarta: KLIS, 2012), 54-55.
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Setelah remaja Gus Dur pindah ke Magelang dan kemudian ke Jombang.
Kehidupannya di sana tidak jauh berbeda dari rutinitas yang dilakukan di
Yogyakarta. Hobi membaca Gus Dur tetap kuat berakar hanya saja teks
bacaannya yang sedikit berbeda. Sekarang Gus Dur lebih menyenangi novel-
novel Inggris, Prancis, dan Rusia serta buku-buku tentang pemikiran sosial
Eropal.139

Pada tahun 1963 Gus Dur pindah ke Mesir untuk melanjutkan studinya
setelah beberapa lama di sana ia kemudian pindah ke Baghdad dengan tujuan
yang sama yakni menuntut ilmu di suatu Universitas. Setelah studinya selesai,
pada pertengahan tahun 1970-an Gus Dur kemudian pindah ke Eropa. Baru pada
pertengahan tahun 1971, ia kembali ke Indonesia.

Di Jombang, Gus Dur mengalami suatu pertemuan yang jauh lebih
penting daripada pertemuannya dengan karya-karya sastra dar pengarang-
pengarang terkenal. Ketika ia mulai mengajar di Madrasah Tambak beras pada
awal tahun 1960-an, ia mulai tertarik pada seorang siswi yang bernama Nuriyah.
Gadis ini adalah salah satu gadis yang paling menarik di kelasnya. Ia cerdas dan
berfikir bebas sehingga menarik perhatian sejumlah pemuda di lingkungan
pesantren. Gus Dur tetap berusaha mendapatkan gadis pujaannya walaupun
baginya cukup mengherankan apabila ia bisa tertarik pada sang guru yang agak
canggung, seorang kutu buku, agak gemuk dan lagi pula mengenakan kacamata
besar dan tebal. Sayangnya, pada tahun 1963 Gus Dur harus berangkat ke Kairo

untuk melanjutkan studinya di Al-Azhar. Pada awalnya hubungan Gus Dur

1% Ibid, 56.
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dengan Nuriyah tidak begitu mulus, namun kemudian hubungan ini menjadi lebih
dalam karena korespondensi yang teratur. Menjelang tahun 1966, Nuriyah
menerima Gus Dur sebagai teman hidupnya. Pada tanggal 11 Juni 1968 Gus Dur
menikahi Nuriyah, namun saat akad nikah Gus Dur hanya diwakili oleh kakeknya
Kiai Bisyri Syamsuri karena saat itu ia masih berada di Baghdad.'*’

Sepulang dari pengembaranya dari mencari ilmu. Gus Dur kembali ke
Jombang dan memilih menjadi guru. Pada 1971, dia bergabung di Fakultas
Ushuludin Universitas Tebuireng Jombang. Tiga tahun kemudian, dia menjadi
sekretaris PesantrenTebuireng. Dan pada tahun yang sama, Gus Dur mulai
menjadi penulis dan kolumnis. Lewat tulisan-tulisan tersebut, gagasan
pemikiran Gus Dur mulai mendapatkan perhatian batnyak.141 Tahun 1974, Gus
Dur diminta pamannya. KH. Yusuf Hasyim untuk membantu di Pesantren
Tebuireng, Jombang, dengan menjadi sekretaris.

Dari sini Gus Dur mulai sering mendapatkan undangan menjadi
narasumber pada sejumlah forum diskusi keagamaan dan kepesantrenan, baik di
dalam maupun di luar negeri. Selanjutnya, Gus Dur terlibat dalam kegiatan LSM.
Pertama, di LP3ES bersama Dawan Rahardjo, Aswah Mahasin, dan Adi Sasono
dalam proyek pengembangan pesantren, kemudian Gus Dur mendirikan P3M
yang dimonotori oleh LP3ES.'**

Tahun 1979, Gus Dur pindah ke Jakarta. Mula-mula dia merintis

Pesantren Ciganjur. Sementara, pada awal 1990, Gus Dur dipercaya sebagai

140 Achmad Mufid AR, Ada Apa dengan Gus Dur (Cet. 1; Yogyakarta: Kutub, 2005), 24.

! Faisol, Gus Dur & Pendidikan Islam, Upaya Mengembalikan Esensi Pendidikan di Era Global,
Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 201, 72.

"2 Ibid, 72.
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wakil khatib syari’ah PBNU. Di sini Gus Dur terlibat dalam diskusi dan
perdebatan yang serius mengenai masalah agama, sosial, dan politik dengan
berbagai kalangan lintas agama, suku, dan disiplin. Gus Dur semakin serius
menulis dan bergelut dengan dunianya, baik dilapangan, kebudayaan, politik,
maupun pemikiran ke-Islaman. Karier yang dianggap “menyimpang” dalam
kapasitasnya sebagai seseorang tokoh agama sekaligus pengurus PBNU dan
mengundang cibiran adalah ketika menjadi ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ)
pada tahun 1983. Dia juga menjadi ketua juri dalam Festival Film Indonesia
(FFI) tahun 1986 dan 1987.'*
3. Aktivitas Organisasi KH. Abdurrahman Wahid

Tahun 1984, Gus Dur dipilih secara aklamasi oleh sebuah tim ab/ hall wa
al-‘aqdiyang diketuai KH. As’ad Syamsul Arifin untuk menduduki jabatan ketua
umum PBNU pada Muktamar ke-27 di Situbondo. Jabatan tersebut kembali
dikukuhkan pada Muktamar ke-28 di Pesantren Krapyak, Yogyakarta (1989) dan
Muktamar di Cipasung, Jawa Barat (1994). Jabatan ketua PBNU kemudian
dilepas ketika Gus Dur menjabat Presiden RI ke-4. Selama menjadi Presiden,
tidak sedikit pemikiran Gus Dur yang kontroversial pendapatnya sering berbeda
dari pendapat banyak orang.'**

Putra Jombang ini merupakan keturunan KH. dalam segala
karakteristiknya, yaitu merupakan simbol kekiaian tradisional. Gus Dur dengan

ciri khasnya bercelana panjang berbaju batik, kopiah (songkok nasional) hitam,

143 77
1bid72.

"*http://www.tunas63.wordpress.com/2009/12./biografi-gus-dur-dan-keluarga. (diakses Pada tgl

6 Agustus 2018, pukul 19.43).
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dan yang khas pakai kacamata tebal. Orang tidak akan mengira dibalik
kesederhanaannya itu muncul sesuatu yang mengejutkan, kalau beliau berbicara
tentang umat Islam Indonesia, oleh para KH. NU disebut suka nyeleneh.
Kenyelenehan dan kekontraversialan Gus Dur itu masih berlangsung
sampai saat dia menjabat sebagai Presiden hasil pemilihan umum tahun 1999.'*
Selama masa kepemimpinannya di NU (tiga periode), banyak kronik, dinamika,
dan gebrakan sosial-keagamaan yang sebelumnya masih asing, bahkan dianggap
“tabu” dikalangan NU. Seperti diketahui, NU sebagai organisasi sosial
keagamaan yang mempunyai karakter tradisional baik pemahaman keagamaan
maupun dalam praktiknya. Citra demikian sudah menjadi karakter khas jami’iyah
ini, NU ditangan Gus Dur saat itu sudah mengalami transformasi “revolusioner”
dalam semua dimensi pemahaman dan sebagian praktik keagamaan tradisional
itu,'*
Paparan latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, hingga
riwayat organisasi Abdurahman Wahid di atas memberikan gambaran betapa
kompleks dan rumitnya perjalanan Abdurahman Wahid dalam meniti
kehidupannya. Abdurahman Wahid bertemu dengan berbagai macam orang yang
hidup dengan latar belakang ideologi, budaya, kepentingan, strata sosial dan
pemikiran yang berbeda. Dari segi pemahaman keagamaan dan ideologi,
Abdurahman Wahid melintasi jalan hidup yang lebih kompleks, mulai yang dari

tradisional, ideologis, fundamentalis, sampai modernis dan sekuler. Dari segi

145 Akhmad Taufik, Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam, Jakarta: PT Raja
Grafndo Persada, 2005, 72.
% Ibid, 73.
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kultural, Abdurahman Wahid mengalami hidup di tengah budaya Timur yang
santun, tertutup, penuh basa-basi, sampai dengan budaya Barat yang terbuka,
modern dan liberal. Demikian juga persentuhannya dengan para pemikir mulai
dari yang konservatif, ortodoks sampai yang liberal dan radikal semua dialami
Pemikiran Abdurahman Wahid mengenai agama yang diperoleh dari dunia
pesantren. Lembaga inilah yang membentuk karakter keagamaan yang penu
etik, formal dan struktural. Sementara pengembaraannya ke Timur Tengah telah
mempertemukan Abdurahman Wahid dengan berbagai corak pemikiran agama,
dari yang konservatif, simbolik, fundamentalis sampai yang liberal dan radikal.'’
4. Karya-Karya dan Gelar Kehormatan KH. Abdurrahman Wahid

Bagi Gus Dur, menulis atau berceramah bukan sekedar menebarkan ide-
ide segar kepada masyarakat, melainkan juga berfungsi sebagai perlawanan
kultural terhadap rezim yang berkuasa. Hingga tahun 2000, Incres

mengumpulkan 493 tulisan Gus Dur yang terbagi dalam berbagai bentuk,'**

yakni:
Keterangan bentuk-bentuk tulisan Gus Dur yang berjumlah 493, yaitu :

1. Buku, yang terdapat pengulangan (12)

2. Terjemahan Bersama Wahid Hasyim (1)
3. Kata pengantar buku (20)

4. Epilog buku (1)

7 Azwir Dainy Tara, Peran Pengusaha Dalam Membangun Demokrasi, Cet. 1,116
'8 Munawar Ahmad, Jjtihad Politik Gus Dur, cet.1, (Yogyakarta: LKis, 2010), 127.
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5. Antologi (41)

6. Artikel yang tersebar di beberapa majalah dan koran (263)

7. Kolom yang tersebar di berbagai majalah (105)

8. Makalah yang sebagian besar tidak dipublikasikan (50)

Setelah tahun 2000, terbit 3 buku kumpulan tulisan Gus Dur lainnya,
yaitu Kumpulan Kolom dan artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser (60
artikel), Gus Dur Bertutur (2 artikel), dan Universalisme dan Kosmopolitanisme
Peradaban Islam (20 artikel yang dimuat di Kompas). Selain itu, publisitas

tulisan Gus Dur dilakukan melalui situs internet www.gusdur.net. Spektrum

intelektualitas Gus Dur mengalami perluasan dari waktu ke waktu, terutama
wacana yang dikembangkannya. Temuan Incress (tahun 2000). Kemudian
mengidentifikasi perkembangan tersebut sesuai dengan periodesasi per sepuluh

tahun, mulai 1970-2000, yaitu :

.. . 14
Keterangan ini tercantum dalam tema-tema tulisan Gus Dur,'* antara

lain :

1. Pada tahun 1970-an (37) tentang Tradisi pesantren, modernisasi
pesantren, NU, HAM, reinterpretasi ajaran, pembangunan, demokrasi.

2. Pada tahun 1980-an (189) tentang Dunia pesantren, NU, ideologi negara
Pancasila), pembangunan, militerisme, pengembangan masyarakat,

pribumisasi Islam, HAM, modernisme, kontekstualisasi ajaran, Parpol.

9 Munawar Ahmad, /ljtihad Politik Gus Dur, 128.
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Pada tahun 1990-an (253) tentang Pembaruan ajaran Islam, demokrasi,
kepemimpinan umat, pembangunan, HAM, kebangsaan, Parpol, Gender,

toleransi agama, Universalisme Islam, NU, Globalisasi.

. Pada tahun 2000-an (122) Budaya, NU dan Parpol, PKB, demokratisasi

dan HAM, ekonomi dan keadilan sosial, ideologi dan negara, tragedi

kemanusiaan, Islam dan fundamentalisme.

Sedangkan buku-buku kumpulan tulisan Gus Dur yang telah

dipublikasikan,'*" adalah:

8.

9.

. Bunga Rampai Pesantren (Dharma Bakti, 1979)

Muslim di Tengah Pergumulan (Lappenas, 1981)

Kiai Menggugat Gus Dur Menjawab, Suatu Pergumulan Wacana
Transformasi (Fatma Press, 1989)

Universalisme dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam (Kompas, 1991)
Kiai Nyentrik Membela Pemerintah (LKiS, 1997)

Tabayun Gus Dur (LKiS, 1998)

Islam, Negara, dan Demokrasi: Himpunan Percikan Perenungan Gus Dur
(Erlangga, 1999)

Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman (Kompas, 1999)

Tuhan Tidak Perlu Dibela (LKiS, 1999)

10. Prisma Pemikiran Gus Dur (LKiS, 1999)

11. Membangun Demokrasi (Rosda Karya, 1999)

150 1bid,146-149.
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12. Mengurai Hubungan Agama dan Negara (Grasindo, 1999)

13. Melawan Melalui Lelucon (Tempo, 2000)

14. Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan (Desantara, 2001)

15. Menggerakkan Tradisi (LKiS, 2001)

16. Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser
(LKiS, 2002)

17. Gus Dur Bertutur (Proaksi, 2005)

18. Islamku, Islam Anda, Islam Kita (The Wahid Institute, 2006)

19. Membangun Demokrasi (Rosdakarya, 1999)

20. Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman (Kompas, 1999)

Selain itu, Gus Dur juga memperoleh banyak gelar Doktor Kehormatan
(Doktor Honoris Causa) dari berbagai Perguruan Tinggi ternama di berbagai

151 .
negara. "°' antara lain :

1. Doktor Kehormatan bidang Kemanusiaan dari Netanya University, Israel
(2003).

2. Doktor Kehormatan bidang Hukum dari Konkuk University, Seoul, Korea
Selatan (2003).

3. Doktor Kehormatan dari SunMoon University, Seoul, Korea Selatan
(2003).

4. Doktor Kehormatan dari Soka Gakkai University, Tokyo, Jepang (2002)

! Biografi Abdurrahman Wahid, dalam http://wiwitfatur. wordpress.Com /2009 /04 /21
/biografi-abdurrahman-wahid, Di ambil pada:29 Juli 2018.,pkl.17:17 WIB.
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. Doktor Kehormatan bidang Filsafat Hukum dari Thammasat University,

Bangkok, Thailand (2000).

. Doktor Kehormatan dari Asian Institute of Technology, Bangkok,
Thailand (2000).
Doktor Kehormatan bidang I[lmu Hukum dan Politik, [lImu Ekonomi dan

Manajemen, dan Ilmu Humaniora dari Pantheon Sorborne University,

Paris, Perancis (2000).

. Doktor Kehormatan dari Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

(2000).

Doktor Kehormatan dari Twente University, Belanda (2000).

Doktor Kehormatan dari Jawaharlal Nehru University, India (2000). 12

B. Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid Islam dan Kepemimpinan Perempuan

Sejumlah pemimpin partai-partai politik Islam, beberapa tahun yang

lalu, menyatakan bahwa kepemimpinan wanita tidak tepat dalam pandangan

agama. Dasar anggapan itu adalah ungkapan al-Quran “Lelaki lebih tegak atas

wanita (al rijalu Qawwamuna ala al-Nisa’)” (QS an-Nisa’ [4]:34), yang dapat

diartikan menjadi dua macam. Pertama, lelaki bertanggung jawab fisik atas

keselamatan wanita; dan kedua, lelaki lebih pantas menjadi pemimpin negara.

Ternyata para pemimpin partai politik Islam di atas memilih pendapat kedua itu,

terbukti dari ucapan mereka di muka umum. Anggapan bahwa wanita lebih

lemabh,

yang menjadi pendapat dunia Islam pada umumnya selama ini, dalam

kenyataan justru menunjukkan sebaliknya.

132 Abdurrahman Wahid, Prisma Pemikiran Gus Dur, (Yogyakarta: Lkis, 2010), 70.
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Untuk melanjutkan anggapan ini digunakan beberapa sumber tekstual
(‘adillah naqgliyah). Seperti ungkapan “Wanita hanya mempunyai separuh akal
lelaki”, dan sumber-sumber sejenis. Bahkan sebuah kutipan dari kitab suci al-
Quran dipakai dalam hal ini, yaitu “Bagian pria (dalam masalah warisan) adalah
dua kali bagian wanita (L7 al-dzakari mistlu hadzi al-untsayain)” (QS an-Nisa
[4]:11). Padahal kutipan itu hanya mengenai masalah waris-mewaris saja. Karena
itu, dua pandangan di atas, yang selalu menilai rendah wanita, masih umum
dipakai orang dalam dunia Islam.

Dalam hal ini, agar hak lelaki dan hak wanita menjadi semakin
berimbang karena memang Islam menilai seperti itu. Firman Allah SWT dalam
al-Quran. “Sesungguhnya Ku-ciptakan kalian sebagai laki-laki dan perempuan
(Innd khalagndkum min dzakarin wa untsa),” (QS al-Hujurat [49]:13)
mengisyaratkan persamaan seperti itu. Perbedaan pria dan wanita hanyalah
bersifat biologis, tidak bersifat institusional/kelembagaan sebagaimana
disangkakan banyak orang dalam literatur Islam klasik. Akibatnya, masyarakat
pun menjadi terpengaruh, termasuk kaum wanitanya sendiri.

Sewaktu masih menjadi Ketua Umum PBNU, Gus Dur pernah
didatangi seorang ulama Pakistan, sewaktu Benazir Bhutto masih menjadi orang
pertama dalam pemerintahan negeri tersebut. la meminta agar penulis
membacakan surat al-Fatihah bagi bangsa Pakistan, agar mereka terhindar dari
malapetaka. Katanya: “Bukankah Rasulullah Saw bersabda Tidak akan pernah
sukses sebuah kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada wanita?”

Bukankah dengan naiknya Benazir Bhutto menjadi Perdana Menteri, nasib
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Pakistan akan seperti yang disampaikan Rasulullah itu?’’ Penulis menjawab,
bahwa dalam hal ini diperlukan penafsiran baru sesuai dengan perubahan yang
terjadi? Bukankah Nabi Muhammad Saw menunjuk kepada kepemimpinan Abad
VII hingga IX Masehi di Jazirah Arab? Kepemimpinan suku atau kaum, waktu
itu memang berbentuk perseorangan (individual leadership), sedangkan sekarang
kepemimpinan negara justru dilembagakan?

Benazir Bhutto harus mengambil keputusan melalui sidang kabinet,
dengan para Menteri yang mayoritasnya pria. Dan, kabinet tidak boleh
menyimpang dari kebijakan parlemen, juga mayoritas anggotanya adalah pria.
Hingga, parlemen pun tidak boleh menyimpang dari Undang-Undang Dasar,
dengan penjagaan dan pengawalan dari Mahkamah Agung yang seluruhnya
beranggotakan kaum pria. Kata tamu Pakistan tersebut: “Anda benar, namun
saya minta Anda tetap membacakan surat al-Fatihah untuk keselamatan bangsa
Pakistan.” Apa yang digambarkan di atas menunjuk kepada suatu hal: sulitnya
mengubah sebuah pandangan yang telah berabad-abad lamanya diikuti orang.
Dalam hal ini, antara pandangan agama Islam di mata orang-orang itu, dalam
kenyataan berlawanan dengan apa yang dirumuskan oleh UUD. Seolah-olah
terjadi perbenturan antara agama dan Negara. Padahal, dalam kenyataan, ribuan
anak-anak perempuan ulama muslimin justru menjadi sarjana S1 hingga S3,
karena UUD memungkinkan hal itu. Bukankah persamaan hak antara pria dan
wanita dijamin oleh UUD kita, termasuk dalam pendidikan?

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I Sumatra Barat,

mengeluarkan peraturan daerah yang melarang warga masyarakat dari jenis
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wanita untuk keluar rumah tanpa mahram (suami atau sanak keluarga yang tidak
boleh dikawininya), setelah pukul 09.00 malam. Bukankah ini jelas melanggar
UUD, yang menyamakan kedudukan antara pria dan wanita di muka
undang-undang? Karenanya, sidang kabinet saat Gus Dur menjadi Presiden
telah memutuskan: Tidak diperkenankan adanya peraturan daerah atau
produk-produk lain hasil DPRD I atau DPRD II, yang berlawanan dengan
Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini, yang memiliki wewenang untuk
menyatakan, apakah sebuah produk DPRD tersebut melanggar UUD atau tidak
mestinya adalah Mahkamah Agung. Jika tidak sah, otomatis produk itu tidak
berlaku lagi.

Jelaslah, memperjuangkan hak-hak wanita adalah pekerjaan yang masih
berat di masa kini, hingga wajiblah kita bersikap sabar dan bertindak hati-hati
dalam hal ini. Tetapi, keadaan ini pun, bukanlah hanya monopoli golongan Islam
saja. Di Amerika Serikat (AS) yang dianggap memelihara hak-hak wanita dan
pria secara berimbang menurut Undang-Undang Dasarnya, ternyata dalam
praktik tidak semudah yang diperkirakan. Belum pernah dalam sejarah AS ada
presiden wanita, walaupun UUD-nya tidak pernah melarang akan hal itu. Di sini,
ternyata terdapat kesenjangan besar antara teori dan praktik dalam sebuah
masyarakat paling maju sekalipun.'>

KH. Abdurrahman Wahid tidak menampik kemungkinan seorang
perempuan menjadi pemimpin Negara. Menurutnya sukses tidaknya perempuan

menjadi pemimpin sangat bergantung kepada penerimaan laki-laki yang berada

'3 Abdurrahman Wahid, Is/amku, Islam Anda, Islam Kita, (Jakarta: Democracy Project), 132.
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dibawah kepemimpinannya, apakah mereka bersedia untuk bekerja sama dibawah
komando perempuan atau kah tidak. Beliau juga mengunkapkan bahwa pendapat
ulama yang mengatakan perempuan lebih lemah dari laki-laki sehingga tidak bisa
menjadi pemimpin justru bertolak belakang dengan fakta sejarah bahwa banyak
pemimpin negara yang sukses justru dari kalangan perempuan. Misalnya
Cleopatra, Ratu Balqis, Corie Aquino, Margaret Theatcher, Benazir Bhuto, dan
lebih jauh lagi Ratu Balqgis yang bisa membawa negaranya pada kemakmuran
yang hampir menandingi kerajaan Sulaiman as, adalah para pemimpin hebat.
Banyak juga perempuan lain yang berhasil membuktikan bahwa justru
kemampuan perempuanlah yang lebih superior dan jauh di atas laki-laki."™*

C.Metode Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid Tentang Kepemimpinan

Perempuan

Bagaimana bila ayat “Lelaki lebih tegak atas wanita” ditafsirkan sebagai
“lelaki bertanggung jawab secara fisik atas keselamatan wanita”? Tentang ayat
“lelaki lebih tegak atas wanita (QS:an-Nisa; 34)”, KH. Abdurrahman Wahid
lebih memilih penafsiran bahwa lelaki bertanggungjawab fisik atas keselamatan
wanita. Hal ini berbeda dengan penafsiran yang umum dipakai ulama tradisi
kitab bahwa lelaki lebih pantas menjadi pemimpin. Meskipun demikian,'”
perjalanan sejarah manusia umat Islam Indonesia mencatat beberapa peristiwa
yang mencerminkan kebingungan para ulama tradisi kitab, termasuk para ulama

konservatif, saat menyikapi pemimpin perempuan dalam Islam. Sewaktu

" M. N. Ibad, Perempuan dalam perjuangan Gus Dur-Gus Miek (Yogyakarta: Pustaka Pesantren,
2011), 88.
%% Ibid, 88.
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Megawati dengan partainya memenangkan pemilu 1999, secara otomatis
seharusnya Megawati bisa terpilih sebagai presiden. Namun, dalam hal ini
sebagian ulama dan juga para kelompoknya mempermasalahkan kepemimpinan
perempuan.

Megawati akhirnya terganjal.'”® Sejalan dengan pemikiran Gus Dur,
bahwa semua produk hukum, baik itu yang bersumber al-Qur’an maupun hadist,
harus dicari informasi sebanyak-banyaknya tentang akar kesejarahannya, para
ulama dan kiai juga harus memiliki kejelian yang sama. Apabila tidak, para
ulama dan kiai sebagai salah satu “sumber hukum” di masyarakat bisa
terombang-ambing. Lebih jauh, bahkan, mengombang-ambingkan diri
(mempermainkan hukum untuk memihak pada pihak yang menguntungkan)
dalam permasalahan yang berkembang di dalam kehidupan umat yang terus

bergerak.'’
D. Konsisten Antara Nilai dan Sikap Politik KH. Abdurrahman Wahid

Sebagai ketua umum pengurus besar NU (PBNU) Gus Dur mulai
mewacanakan mengenai perempuan yang menjadi pemimpin dan juga perlunya
kesehatan reproduksi bagi perempuan pada era tahun 1980 an, baik melalui
pidato-pidato maupun tulisan-tulisan beliau. Gus Dur sebagai ketua PBNU juga
melakukan upaya-upaya legitimasi peran politik perempuan NU. Secara formal,
adanya keputusan musyawarah nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama Nomor

004/Munas/11/1997, yang diselenggaran pada tanggal 17-21 Nopember 1997 di

156 Ibid, 9.
57 Ibid, 94.
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Lombok, tentang “Kedudukan perempuan dalam islam”. Diantara keputusan
tersebut antara lain:
1. Mengakui bahwa: “Islam memberikan hak yang sama kepada perempuan
dan laki-laki sebagaimna ditegaskan dalam al-Qur’an dan hadist, namun
dalam kenyataan pengaruh budaya patriarki telah mendistorsi prinsip
tersebut  sehingga menjadikan perempuan tersurbordinasi dan
terdiskriminasi dalam peran-peran publik”.
2. Dalam konteks peran publik menurut prinsip Islam, perempuan
diperbolehkan melakukan peran-peran tersebut dengan konsekwensi
bahwa ia dapat dipandang mampu dan memiliki kapasitas untuk
menduduki peran sosial dan politik tersebut. Dengan kata lain bahwa
kedudukan perempuan dalam proses sistem negara-bangsa telah terbuka
lebar, terutama perannya dalam masyarakat majemuk ini, dengan tetap
mengingat bahwa kualitas, kapasitas, kapabilitas dan ekseptabilitas
bagaimanapun, harus menjadi ukuran, sekaligus tanpa melupakan fungsi
kodrati perempuan sebagai sebuah keniscayaan”."®
Keputusan tersebut menjadi entri poin serta sumber legitimasi secara
yuridis yang sah bagi gerakan perempuan dan lembaga-lembaga dalam struktur
NU maupun di luar NU dalam upaya meningkatkan representasi politik
perempuan dan penyadaran terhadap hak-hak perempuan di lindonesia.

Saat Gus Dur menjadi presiden, pemerintahannya mengeluarkan instruksi

Presiden Nomor 9 Tahun 2000 mengenai pengarustamaan Gender (PUG), sebuah

"% Fatayat NU, Gus Dur di Mata Perempuan, (Yogyakarta: Gading Publishing, 2015), 108.
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strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan
dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan
dan program pembangunan. Salah satu pertimbangan penting dikeluarkannya
Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 bertujuan untuk meningkatkan
kedudukan, peran dan kualitas perempuan juga sebagai upaya mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara sehingga dipandang perlu melakukan strategi
pengarustamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional.

Instruksi ini menunjukkan bahwa Gus Dur, sebagai pribadi maupun
presiden telah menunjukkan perhatian yang sungguh-sungguh serta serius dalam
bidang pembangunan politik yang berwawasan gender. Masih adanya
ketidakmengertian, kurangnya empati, dan kurangnya perhatian para aparatur
negara selama ini yang kebanyakan laki-laki terhadap persoalan perempuan
maupun mengenai kesejahteraan rakyat yang berwawasan gender, menjadikan

salah satu alasan penting mengapa instruksi presiden ini dikeluarkan.'*’

Selain faktor di atas minimnya jumlah perempuan dalam pengambilan
kebijakan dan belum tersedianya perangkat regulasi yang memihak perempuan,
menjadi alasan lain mengapa instruksi ini penting. Sehingga Gus Dur melihat
bahwa intervensi kebijakan menjadi langkah strategi dalam pembentukan
struktur kenegaraan yang adil gender.

Ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW:

159 Ibid,109.
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Artinya: Barangsiapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka
hendaklah merubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan
lisannya, jka tidak mampu maka dengan hatinya, dan inilah selemah-lemahnya

iman. (HR. Muslim no. 49).'®

Dalam konteks hadist di atas, kebijakan pengarustamaan gender (PUQ)
yang diambil oleh Gus Dur selaku kepala pemerintahan adalah upaya intervensi
negara untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan di segala bidang.
Kebijakan strategis inilah yang menjadi dasar pijakan bagi upaya PUG
(Pengarustamaan Gender) di masing-masing kementerian negara dan juga

menjadi landasan bagi munculnya regulasi-regulasi yang lain.'®'

Banyak kebijakan dan tindakan pemihakan Gus Dur terhdap hak-hak
perempuan, membuktikan bahwa beliau memiliki pemikiran fundamental yang
khas dan tak ada yang menyamainya demi terwujudnya kesetaraan hak antara
perempuan dan laki-laki di Indonesia. Tanpa kesadaran dan pemikiran akan
mutlaknya pemihakan terhadap perempuan, mustahil Gus Dur melakukan itu

semua. Perjuangannya, semuanya ada dalam ide kesetaraan untuk semua dan

10" Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi, Shahih Muslim, kitab al-Iman,
bab kaun an-nahyu ‘an al-munkar minal iman, no. 78, (Beirut, Lebanon: Dar al-Kotob al-
Ilmiyyah, 2015),. 42, Ahmad bin Hanbal, Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, (Beirut, Lebanon:
Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2008), jild. 5,. 145, no. 11803, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-
Qazwaini, Sunan Ibnu Majah, kitab al-fitan, bab al-amru bil ma’ruf wa nahyu ‘anil munkar, no.
4013, (Beirut, Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2013), 647.

"' Ibid, 110.



107

persamaan hukum yang adil bagi semua golongan. Karenanya, Gus Dur adalah
sosok yang selalu berusaha mengimplementasikan pemikiran kesetaraan hak
perempuan melalui tindakan kongkret dengan melakukan pembelaan hak asasi
perempuan dalam kehidupan bernegara dan sosial masyarakat. Sangat pantas, jika
Gus Dur disebut sebagai pembela hak asasi perempuan yang paling aktif, seorang

wali bagi perempuan-perempuan Indonesia yang masih terdiskriminasi.'®*
E. Gus Dur dan Perempuan

“Bagaimana Anda memandang wanita?” tanya seorang santri pada Gus
Dur. “Saya cenderung melihatnya dari sudut psikologi. Mereka mungkin adalah
makhluk yang luar biasa rumitnya. Jauh lebih rumit dari pria. Karena faktor-
faktor emosinya lebih banyak, lebih bervariasi. Tapi justru disitu letak potensi
lebih besar dari wanita untuk membuat capaian-capaian jenisnya daripada pria.
Selain itu, pada intinya pria dan wanita posisinya sama dalam kehidupan, di
samping perbedaan psikologis,” jawab Gus Dur.'®

Menurut Ibu Shinta, secara pribadi Gus Dur sudah lama berpendapat
perempuan boleh menjadi pemimpin atau boleh menjadi apa saja, terutama
karena Gus Dur banyak berkawan dengan perempuan yang cerdas. Beliau juga
berkaca dari pak Wahid Hasyim, ayahnya yang telah membuat terobosan pada
tahun 1950, waktu itu beliau menjadi menteri agama dan mengeluarkan
kebijakan dengan membolehkan perempuan menjadi Qad/i’hakim. Pertanyaannya

kemudian, mengapa dengan kemoderenan dan cara pandang itu Gus Dur tidak

12 1bid, 111.
19 Saleh Isree, Tabayun Gus Dur, 123.



108

memasukkan perempuan dalam struktur organisasi NU, PBNU?. Kata Gus Dur,
NU itu tempatnya laki-laki dan perempuan itu di Muslimat, ibaratnya seperti
suami istri, tugasnya kemudian adalah bagaimana keduanya membangun rumah
tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Kalaupun Muslimat, Fatayat dan
IPPNU itu kita jangan melihatnya dari aspek gender saja.'®*
F. Keberpihakan Gus Dur Terhadap Perempuan

Keberpihakan dan pemikiran Gus Dur tentang perempuan sebenarnya
sudah progresif, kecuali mungkin di dalam PBNU, sebab beliau tidak sendiri
disana, banyak para kiai yang berbeda-beda pandangannya. Hal ini misalnya bisa
dilihat dari contoh di keluarganya, istri boleh bekerja, beraktivitas begitu juga
begitu juga terhadap anak-anaknya yang semuanya perempuan. Meskipun tidak
masuk dalam kepengurusan, Gus Dur selalu mendorong perempuan-perempuan
NU untuk lebih maju. Di luar itu, dalam parpol misalnya Gus Dur menonjolkan
dan mempromosikan ketua PDIP Megawati Sukarno Putri juga jauh sebelumnya
adalah Mbak Tutut yang diajak beliau berkeliling dari satu pesantren ke
pesantren. Hal ini tidak dilakukan ketua parpol atau ormas lain. Waktu di PKB
Gus Dur mengangkat perempuan (Khofifah) sebagai wakil ketua DPR dan satu-
satunya ketua fraksi perempuan di DPR adalah Khofifah. Lebih dari itu ketika
Gus Dur jadi presiden, Khofifah diangkat menjadi menteri pemberdayaan
perempuan. Terobosan lain adalah, Khofifah diangkat juga kepala BKKBN
dimana tidak pernah ada sebelumnya kepala BKKBN dikomando seorang

perempuan.

1% Fatayat NU, Gus Dur di Mata Perempuan, (Yogyakarta: Gading Publishing, 2015), 40.
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Melihat itu semua, Gus Dur jelas tidak menjadikan perempuan menjadi
pendamping suami belaka, dimana hal itu menjadi grand design pemerintahan

Orba.'®

15 Ibid, 56.



BAB IV
ANALISIS FIQH SIYASAH IMAMAH TERHADAP PEMIKIRAN KH.
ABDURRAHMAN WAHID
A. Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid Terhadap Kepemimpinan Perempuan

Di Indonesia wacana hukum Islam tentang boleh tidaknya wanita
menduduki jabatan publik, baik tingkat tertinggi maupun pada level yang lebih
rendah muncul relatif baru. Topik ini mulai mengemuka pasca era reformasi.
Tepatnya, sejak tahun 2001, yakni saat lengsernya KH. Abdurrahman Wahid dari
tahta kepresidenan dan naiknya Megawati Sukarno putri menjadi presiden wanita
pertama di Indonesia.

Di negara Muslim lain, fenomena kepala negara wanita sudah pernah
terjadi yaitu di Pakistan dan Bangladesh. Perdana Menteri (PM) Benazir Bhutto
menjadi Kepala Negara Pakistan dua periode yang pertama pada tahun 1988-
1990 dan yang kedua pada tahun 1993-1996.

Dalam beberapa periode sejarah Islam, dalam hal hak-hak dan tugas-
tugas wanita di tengah-tengah kehidupan masyarakat luas termasuk dalam dunia
politik dan pemerintahan, banyak wanita muslimah yang aktif dalam pentas
politik praktis dan menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan, seperti
Syajaratuddur dan Zubaidah isteri Khalifah Harun al-Rasyid, Cleopatra, Ratu
Balqis, Corie Aquino, Margaret Theatcher, Benazir Bhuto, dan lebih jauh lagi
Ratu Balqgis yang bisa membawa negaranya pada kemakmuran yang hampir

menandingi kerajaan Sulaiman as, adalah para pemimpin hebat.
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Selain itu, masyarakat telah banyak melihat kesuksesan kaum wanita
memimpin sebuah organisasi, baik formal maupun non formal. KH. Abdurrahman
Wahid tidak menampik kemungkinan seorang perempuan menjadi pemimpin
negara. Sebab pada dasarnya, sukses atau tidaknya kepemimpinan perempuan
bukanlah karena kemampuan perempuan ‘separoh’ laki-laki, melainkan
tergantung penerimaan mayoritas laki-laki dalam kepemimpinannya itu.

Meskipun ada sejumlah pemimpin partai-partai politik Islam, beberapa
tahun yang lalu, menyatakan bahwa kepemimpinan wanita tidak tepat dalam
pandangan agama. Dasar anggapan itu adalah ungkapan al-Qur’an surat an-Nisa’

ayat 34:

«
2 7o 897 7
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Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain

(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkah kan sebagian dari harta

mereka. '

Menurut KH. Abdurrahman Wahid ayat di atas dapat diartikan menjadi
dua macam. Pertama, lelaki bertanggung jawab fisik atas keselamatan wanita;
dan kedua, lelaki lebih pantas menjadi pemimpin negara. Ternyata para
pemimpin partai politik Islam di atas memilih pendapat kedua itu, terbukti dari
ucapan mereka di muka umum. Anggapan bahwa wanita lebih lemah, yang
menjadi pendapat dunia Islam pada umumnya selama ini, dalam kenyataan justru

menunjukkan sebaliknya. KH. Abdurrahman Wahid lebih memilih penafsiran

1% Departemen Agama RI A/-Qur’an dan Terjemah 30 Juz, 85.
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bahwa lelaki bertanggungjawab fisik atas keselamatan wanita. Hal ini berbeda
dengan penafsiran yang umum dipakai ulama tradisi kitab bahwa lelaki lebih

pantas menjadi pemimpin.

Sejalan dengan pemikiran KH. Abdurrahman Wahid bahwa semua produk
hukum, baik itu yang bersumber dari al-Quran maupun hadist, harus dicari
informasi sebanyak-banyaknya tentang akar kesejarahannya, para ulama dan kiai
juga harus memiliki kejelian yang sama. Apabila tidak, para ulama dan kiai
sebagai salah satu “sumber hukum” di masyarakat bisa terombang-ambing. Lebih
jauh, bahkan, mengombang-ambingkan diri (mempermainkan hukum untuk
memihak pada pihak yang menguntungkan) dalam permasalahan yang
berkembang di dalam kehidupan umat yang terus bergerak.

B. Analisis Figh Siyasah Imamah Terhadap Kepemimpinan Perempuan Tentang
Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid
Kepemimpinan Islam, sudah merupakan fitrah bagi setiap manusia yang
sekaligus memotivasi kepemimpinan yang Islami. Manusia di amanahi Allah
untuk menjadi khalifah Allah (wakil Allah) di muka bumi sebagaimana dalam

Firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 30:

\
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Artinya:Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat:

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi,'?’

Manusia yang diberi amanah dapat memelihara amanah tersebut dan

Allah telah melengkapi manusia dengan kemampuan konsepsional atau potensi

17 Ibid, 43.
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(fitrah) (QS.al-Baqgarah:31), serta kehendak bebas untuk menggunakan dan
memaksimal potensi yang dimilikinya. Oleh sebab itu, semua orang adalah
pemimpin. Dan setiap orang harus mempertanggungjawabkan tindakannya
kepada sesamanya di dunia dan kepada Tuhan kelak di akhirat. Dalam Islam,
perempuan bisa sejajar dengan laki-laki jika dilihat dari kaca mata spiritualitas
ketuhanan. Pendirian ini, sekurang-kurangnya, tampak dalam Surah. Al-Hujurat

Ayat (49): 13).
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Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang
paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di

antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.'®®
Ayat lain berbunyi:

E
V..AJ;-‘).@.,_;J?LJ) A.Jao).} wzﬁ;ﬁ)& )ljé—_abu.nLh.l_.\oJA:Cu;
SN [ e
Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupu
perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan

kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan

18 Ibid, 179.
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kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka

kerjakan.'®

- a37 L . As 37 }2/ .7 '/esgﬂ{e/ 2 /95}"‘/ - }a;}’l/
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Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian
mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh
(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat,

menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan

diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha

Bijaksana”.'”

Islam datang menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan
Al-Qur’an memberikan hak-hak kepada kaum perempuan sebagaimana hak-hak
kaum laki-laki.Diantaranya dalam masalah kepemimpinan, al-Qur’an memberikan
hak kepada kaum perempuan untuk menjadi pemimpin, sebagaimana hak kepada

laki-laki.

Ayat di atas dapat disimpulkan, bahwa Al-Qur’an tidak melarang
perempuan untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya, seperti
menjadi Guru, Dosen, Pengusaha, Menteri, Hakim bahkan kepala negara. Akan
tetapi dalam tugasnya tetaplah memperhatikan hukum-hukum atau aturan-aturan
yang telah ditetapkan oleh Al-Qur’an dan as-Sunnah. Sebagaimana dikemukakan

KH. Abdurrahman Wahid bahwa perempuan dan laki-laki pada dasarnya

' Ibid, 279.
70 Ibid, 199.
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mempunyai derajat yang sama, memiliki persamaan hak, kewajiban dan
kesamaan kedudukan. Sebab perempuan mempunyai hak untuk bekerja dalam
berbagai bidang secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal
28D ayat 3 dinyatakan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh

kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti sampaikan, ada beberapa hal
yang menjadi kesimpulan dari pembahasan tentang “Pemikiran KH.
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Terhadap Kepemimpinan Perempuan (Studi
Pemikiran Emansipasi Menurut Figh Siyasah Imamah)”. Adalah sebagai berikut;
1. Menyimpulkan bahwa KH. Abdurrahman Wahid tidak menampik
kemungkinan seorang perempuan menjadi pemimpin Negara. Sebab,
dalam kenyataan, banyak pemimpin Negara yang sukses justru dari
kalangan perempuan. Misalnya Cleopatra, Ratu Balgis, Corie Aquino,
Margaret Theatcher, Benazir Bhuto, dan lebih jauh lagi Ratu Balqis yang
bisa membawa negaranya pada kemakmuran yang hampir menandingi
kerajaan Sulaiman as, adalah para pemimpin hebat, karena persamaan hak
antara pria dan wanita dijamin oleh UUD, termasuk dalam pendidikan.
Sebab sukses tidaknya perempuan menjadi pemimpin sangat bergantung
kepada penerimaan laki-laki yang berada dibawah kepemimpinannya,
apakah mereka bersedia untuk bekerja sama dibawah komando perempuan

atau kah tidak.
2. Dalam Figh Siyasah Imamah Kepemimpinan Perempuan, tak ada
satupun nash al-Qur’an dan hadits yang melarang wanita untuk

menduduki jabatan apapun dalam pemerintahan karena, tidak
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bertentangan dengan Syariah. Baik sebagai kepala negara (a/-wilayah al-
udzmah) maupun posisi jabatan di bawahnya.

B. Saran

Penulis juga berharap khususnya kepada suatu instansi atau lembaga dan
masyarakat pada umumnya, selama pemimipin yang memimpin adalah mengajak
kepada kebenaran dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka ikuti dan

patuhilah. Baik itu pemimpin berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan.
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